
 
 

 

 
 
 

 
 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 
RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi 
memiliki kewenangan dalam pengelolaan daerah aliran 
sungai; 

b. bahwa Daerah Aliran Sungai Cilamaya teridentifikasi 

adanya pencemaran dan kerusakan, sehingga perlu 
dilakukan penanganan yang terkoordinasi, terintegrasi, 
sinkron, dan bersinergi antar pemangku kepentingan; 

c. bahwa untuk mengakselerasi penanganan Daerah Aliran 
Sungai Cilamaya, diperlukan dokumen rencana aksi 
sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan Daerah Aliran Sungai 
Cilamaya oleh pemangku kepentingan termasuk 
kelompok kerja-kelompok kerja yang telah dibentuk 
melalui Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah 
Aliran Sungai Cilamaya;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6866); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115); 
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 
Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 178); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2022-2042  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 262); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 266); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah 
Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali 

Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 
Nomor 46); 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu 

Gubernur dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS 
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

6. DAS Cilamaya adalah DAS yang meliputi wilayah 

administrasi Daerah Kabupaten Subang, Daerah 
Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten 
Karawang. 

7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS 
adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian 
fungsi DAS yang meliputi pencegahan, penanggulangan, 
dan pemulihan. 

8. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 
dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

9. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau 
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RENCANA AKSI 
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA 
 

Pasal 2 
Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
DAS Cilamaya merupakan dokumen yang menjadi acuan  
untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, 
mensinkronisasikan, dan mensinergikan pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya. 
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Pasal 3 

Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
DAS Cilamaya berlaku mulai tahun 2025 sampai dengan 

tahun 2029. 
 

BAB III 
SISTEMATIKA RENCANA AKSI PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI CILAMAYA 

 
Pasal 4 

Sistematika Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya adalah sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan 

tujuan, serta ruang lingkup; 
b. BAB II Permasalahan DAS Cilamaya, berisi permasalahan 

pencemaran dan kerusakan; 
c. BAB III Strategi, Kebijakan Dan Indikator Keberhasilan 

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
DAS Cilamaya, berisi strategi pengendalian pencemaran 
dan kerusakan DAS Cilamaya, serta indikator 
keberhasilan; 

d. BAB IV Strategi Implementasi Program, berisi rencana 
pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pada wilayah 
kerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS 
Cilamaya; 

e. BAB V Rencana Aksi, berisi penanganan lahan kritis, 
penanganan limbah industri, penanganan limbah 
peternakan, penanganan air limbah domestik, pengelolaan 
sampah, pengelolaan sumber daya air, penegakan hukum, 
edukasi dan hubungan masyarakat, data dan informasi, 
dan rekapitulasi pendanaan;  

f. BAB VI sistem monitoring dan evaluasi, berisi skema 
pemantauan terhadap rencana aksi yang dilakukan serta 
skema evaluasi keberhasilan program; dan 

g. BAB VII Penutup. 
 

Pasal 5 
Isi dan uraian Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
Pasal 6 

(1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi 
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS 
Cilamaya sesuai kriteria dipulihkan dan dipertahankan 
daya dukung DAS. 
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(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
Provinsi terkait. 

(3) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 
sekali dalam setahun. 

 
Pasal 7 

Kepala Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

   
 

  Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 3 Januari 2025 

 
  

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

 
ttd. 

 
 

        BEY TRIADI MACHMUDIN 
 
 
Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2025 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
              JAWA BARAT, 

 
 

                      ttd. 
 

 

           HERMAN SURYATMAN 
 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR  1 

 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, 
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LAMPIRAN   
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 1 TAHUN 2025 
TENTANG  

RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN 
DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 
CILAMAYA 

 
 
 
 
 

 

 
RENCANA AKSI PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA 
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 BAB I. PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 

Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 
Dengan adanya pencemaran maka kualitas air dapat menurun sehingga air 
tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab terjadinya 
pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia yang umumnya disebut 
sebagai limbah. Pada umumnya Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Kerusakan dilakukan melalui 3(tiga) kegiatan yaitu Pencegahan, 
Penanggulangan, dan Pemulihan. Pada upaya pencegahan, salah satunya 
adalah pencegahan pada sumber pencemar. Sumber pencemar berdasarkan 
penyebarannya terdiri dari sumber pencemar tersebar tertentu (point source) 
atau sumber pencemar tersebar tak tentu (non point source). Pencemar point 
source umumnya bersifat lokal dengan volume relatif tetap misalnya: industri, 
domestik, hotel, rumah sakit, laboratorium klinik, pusat perdagangan dan 
gedung-gedung komersial. Sumber pencemar tersebut sering juga dinamakan 
dengan sumber pencemar institusi. Sementara itu sumber pencemaran non 
institusi adalah sumber pencemar tersebar (diffuse) atau bukan titik (non point 
source) yang dibawa oleh air larian (runoff) pada saat atau setelah terjadinya 
hujan. Sumber pencemar tersebut meliputi air larian di perkotaan, pertanian, 
hutan dan pertambangan. Di samping itu, pencemaran yang berasal dari 
limbah usaha skala kecil dan limbah rumah tangga juga dikategorikan sebagai 
sumber pencemar non institusi. 

Salah satu upaya untuk memantau pencemaran air yang berakibat pada 
penurunan kualitas air adalah dengan melakukan inventarisasi dan 
identifikasi sumber pencemar air sehingga dapat dilakukan upaya-upaya 
lanjutan untuk menanggulangi masalah pencemaran pada sumber air. Hasil 
inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air adalah data dan informasi 
dari jenis pencemar yang berpotensi mencemari lingkungan termasuk 
informasi mengenai sifat-sifat dan besaran beban pencemar tersebut yang 
terlepas ke lingkungan.  

Saat ini DAS Cilamaya mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan 
yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, 
sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya 
tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tingginya aktivitas 
domestik dan industri di pinggiran sungai menjadi penyebab utama 
tercemarnya sungai ini. Pencemaran dan kerusakan Sungai Cilamaya meliputi 
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pencemaran industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, 
dan limbah domestik baik air limbah domestik maupun sampah domestik. 
Dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya perlu 
diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk 
pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan 
antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan 
DAS Cilamaya. Saat ini DAS Cilamaya dinilai kondisinya sudah sangat kritis 
dan membutuhkan suatu pengelolaan dan penanganan segera melalui 
kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS yang 
terintegrasi. 

Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan 
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2022 tentang Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi. Berdasarkan 
mandat tersebut, Gubernur membentuk Kelompok Kerja (Pokja) melalui 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 
660.3/Kep.443-DLH/2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya. Satgas bertugas melakukan 
percepatan dan keberlanjutan PPK DAS Cilamaya melalui operasi 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya secara sinergis 
dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan 
peralatan operasi. Sesuai dengan tugasnya, Satgas PPK DAS Cilamaya 
menyusun Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS 
Cilamaya 2025-2029 sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan. Melalui 
mandat tersebut, Kelompok Kerja PPK DAS Cilamaya, difasilitasi oleh Pokja 
Perencanaan yang diketuai oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, menyusun 
Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya yang dapat menjadi acuan dalam integrasi 
kebijakan dan program penanganan terpadu dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan. 

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 
Maksud penyusunan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya adalah seluruh 

pemangku kepentingan mempunyai referensi dalam upaya pengendalian 
pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya. Tujuannya adalah agar membuat 
pedoman Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS 
Cilamaya.  

Sasaran dari Penyusunan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya adalah:  
1.  Terumuskannya strategi dan indikator keberhasilan;  
2.  Terumuskannya rencana program dan kegiatan terpadu yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan;  
3.  Terumuskannya kerangka monitoring dan evaluasi keberhasilan program. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	

	

-3-	

1.3 RUANG LINGKUP  
1.3.1 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Aksi 

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya secara umum meliputi Pendahuluan, 
yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan; Permasalahan di DAS 
Cilamaya; Strategi PPK DAS Cilamaya, yang mencakup strategi penanganan 
dan indikator keberhasilan; Rencana Aksi setiap penanganan; Monitoring dan 
Evaluasi; serta Penutup. 

1.3.2 Ruang Lingkup Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS 
Cilamaya 
Rencana Aksi Pengendalian pencemaran dan kerusakan (PPK) DAS 

Cilamaya ini difokuskan pada:  

1. Pencegahan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, yaitu kegiatan 
perencanaan terpadu dan menyeluruh dalam pola pencegahan 
pencemaran dan/atau perusakan DAS melalui aktifitas fisik dan/atau 
non fisik yang tertuang dalam program pengendalian pemanfaatan ruang 
dan penegakan hukum. 

2. Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, yaitu cara 
atau proses untuk mengatasi pencemaran DAS dan atau perusakan DAS 
yang terdiri dari program penanganan limbah industri, pertanian dan 
peternakan, penanganan air limbah domestik dan persampahan serta 
edukasi dan hubungan masyarakat. 

3. Pemulihan Fungsi DAS, yaitu serangkaian kegiatan penanganan lahan 
yang mengalami kerusakan untuk memulihkan fungsi DAS yang 
disebabkan oleh pencemaran DAS dan/atau perusakan DAS, yang 
meliputi penanganan lahan kritis dan pengelolaan sumber daya air. 

1.3.3 Ruang Lingkup Wilayah  
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan sebuah kawasan daratan yang 

menjadi satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS 
dibatasi oleh pemisah topografis, seperti punggung bukit atau pegunungan, 
dan berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke 
sungai, danau, atau laut. DAS lebih luas daripada sungai itu sendiri, dan 
sungai merupakan salah satu bagian dari DAS. Ruang lingkup wilayah adalah 
wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas area 60.747,37 Ha. DAS 
Cilamaya mencakup 3 wilayah administrasi yaitu Kabupaten Subang 
11.543,33 Ha, Kabupaten Purwakarta 25.294,01 Ha, dan Kabupaten 
Karawang 23.910,04 Ha. DAS Cilamaya mencakup total 22 Kecamatan dan 
141 Desa, dimana area di Kabupaten Subang terdiri dari 8 Kecamatan dan 
23 Desa, di Kabupaten Purwakarta terdiri dari 8 Kecamatan dan 59 Desa, 
serta di Kabupaten Karawang terdiri dari 6 Kecamatan dan 59 Desa. 
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Tabel 1.1 Batas Administrasi DAS Cilamaya 

LUAS (Ha) DESA KECAMATAN KABUPATEN 

705.19 Cipancar Serangpanjang Subang 

6.36 Cijengkol Serangpanjang Subang 

0.40 Cintamekar Serangpanjang Subang 

1,935.14 Talagasari Serangpanjang Subang 

1,906.88 Ponggang Serangpanjang Subang 

79.18 Jambelaer Dawuan Subang 

714.15 Banggalamulya Kalijati Subang 

542.66 Jalupang Kalijati Subang 

1,896.54 Cimayasari Cipeundeuy Subang 

56.08 Lengkong Cipeundeuy Subang 

444.57 Cipeundeuy Cipeundeuy Subang 

199.34 Karangmukti Cipeundeuy Subang 

296.82 Balebandung 

Jaya 

Pabuaran Subang 

13.32 Cihambulu Pabuaran Subang 

260.85 Tanjungrasa 

Kidul 

Patokbeusi Subang 

378.35 Tanjungrasa Patokbeusi Subang 

450.14 Jatiragas Hilir Patokbeusi Subang 

202.49 Tambakjati Patokbeusi Subang 

139.95 Sukahaji Ciasem Subang 

401.13 Pinangsari Ciasem Subang 

353.31 Cilamayahilir Blanakan Subang 

37.95 Rawameneng Blanakan Subang 

522.53 Cilamayagirang Blanakan Subang 

90.99 Bungursari Bungursari Purwakarta 

183.23 Cibening Bungursari Purwakarta 

396.39 Cibodas Bungursari Purwakarta 

694.63 Cikopo Bungursari Purwakarta 

115.47 Ciwangi Bungursari Purwakarta 

346.84 Karangmukti Bungursari Purwakarta 

230.59 Cibungur Bungursari Purwakarta 

31.13 Wanayasa Wanayasa Purwakarta 

106.39 Wanasari Wanayasa Purwakarta 

330.23 Babakan Wanayasa Purwakarta 

133.53 Legok Huni Wanayasa Purwakarta 

70.24 Sukadami Wanayasa Purwakarta 

8.17 Salem Pondoksalam Purwakarta 
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LUAS (Ha) DESA KECAMATAN KABUPATEN 

570.66 Taringgul 

Tonggoh 

Wanayasa Purwakarta 

449.61 Salammulya Pondoksalam Purwakarta 

64.22 Pasawahankidul Pasawahan Purwakarta 

934.11 Taringgul Tengah Wanayasa Purwakarta 

488.04 Parakansalam Pondoksalam Purwakarta 

415.47 Gurudug Pondoksalam Purwakarta 

357.36 Pasawahan Pasawahan Purwakarta 

11.77 Cihuni Pasawahan Purwakarta 

562.19 Margasari Pasawahan Purwakarta 

75.53 Warungkadu Pasawahan Purwakarta 

606.94 Selaawi Pasawahan Purwakarta 

276.96 Munjuljaya Purwakarta Purwakarta 

3.32 Tegalmunjul Purwakarta Purwakarta 

198.90 Ciseureuh Purwakarta Purwakarta 

62.59 Situ Pondoksalam Purwakarta 

266.82 Citalang Purwakarta Purwakarta 

446.37 Benteng Campaka Purwakarta 

397.19 Cipancur Cibatu Purwakarta 

222.57 Campakasari Campaka Purwakarta 

846.74 Cirende Campaka Purwakarta 

766.94 Cikadu Cibatu Purwakarta 

617.29 Cirangkong Cibatu Purwakarta 

1,102.38 Mekarjaya Kiarapedes Purwakarta 

1,295.55 Wanawali Cibatu Purwakarta 

991.08 Cibukamanah Cibatu Purwakarta 

371.40 Cibatu Cibatu Purwakarta 

573.11 Pusakamulya Kiarapedes Purwakarta 

300.90 Cibeber Kiarapedes Purwakarta 

242.99 Sumbersari Kiarapedes Purwakarta 

364.88 Parakangarokgek Kiarapedes Purwakarta 

320.77 Ciracas Kiarapedes Purwakarta 

379.75 Kiarapedes Kiarapedes Purwakarta 

305.23 Gardu Kiarapedes Purwakarta 

282.71 Taringgul 

Landeuh 

Kiarapedes Purwakarta 

1,803.18 Margaluyu Kiarapedes Purwakarta 

262.75 Cipinang Cibatu Purwakarta 

267.56 Campaka Campaka Purwakarta 
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LUAS (Ha) DESA KECAMATAN KABUPATEN 

466.83 Cilandak Cibatu Purwakarta 

354.19 Cijaya Campaka Purwakarta 

431.85 Karyamekar Cibatu Purwakarta 

348.07 Ciparungsari Cibatu Purwakarta 

612.27 Kertamukti Campaka Purwakarta 

882.71 Cikumpay Campaka Purwakarta 

865.48 Cimahi Campaka Purwakarta 

541.69 Cisaat Campaka Purwakarta 

547.26 Cijunti Campaka Purwakarta 

138.97 Pucung Kota Baru Karawang 

5.70 Jomin Barat Kota Baru Karawang 

151.36 Jomin Timur Kota Baru Karawang 

627.13 Pangulah Selatan Kota Baru Karawang 

443.32 Pangulah Utara Kota Baru Karawang 

223.80 Wancimekar Kota Baru Karawang 

415.25 Pangulah Baru Kota Baru Karawang 

263.40 Talunjaya Banyusari Karawang 

463.95 Jatibaru Jatisari Karawang 

430.05 Cicinde Selatan Banyusari Karawang 

591.38 Pamekaran Banyusari Karawang 

236.43 Tegalsari Cilamaya Wetan Karawang 

420.35 Tegalwaru Cilamaya Wetan Karawang 

108.29 Pasirjaya Cilamaya Kulon Karawang 

293.39 Barugbug Jatisari Karawang 

491.16 Situdam Jatisari Karawang 

327.91 Cirejag Jatisari Karawang 

258.88 Balonggandu Jatisari Karawang 

273.37 Jatisari Jatisari Karawang 

202.61 Cikalongsari Jatisari Karawang 

149.20 Parakanmulya Tirtamulya Karawang 

302.10 Mekarsari Jatisari Karawang 

370.53 Jatiragas Jatisari Karawang 

319.62 Jatiwangi Jatisari Karawang 

338.67 Telarsari Jatisari Karawang 

551.86 Kalijati Jatisari Karawang 

677.57 Pacing Jatisari Karawang 

5.54 Bojongsari Tirtamulya Karawang 

477.44 Cicinde Utara Banyusari Karawang 

1.05 Cipondoh Tirtamulya Karawang 
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LUAS (Ha) DESA KECAMATAN KABUPATEN 

383.30 Kamurang Tirtamulya Karawang 

597.26 Sukamekar Jatisari Karawang 

441.46 Jayamukti Banyusari Karawang 

40.91 Kertawaluya Tirtamulya Karawang 

251.60 Gempol Kolot Banyusari Karawang 

319.70 Gempol Banyusari Karawang 

483.01 Gembongan Banyusari Karawang 

364.60 Kertaraharja Banyusari Karawang 

689.14 Mekarasih Banyusari Karawang 

585.43 Tanjung Banyusari Karawang 

586.27 Banyuasih Banyusari Karawang 

345.44 Bayur Kidul Cilamaya Kulon Karawang 

128.02 Kiara Cilamaya Kulon Karawang 

387.76 Cikarang Cilamaya Wetan Karawang 

365.50 Cikalong Cilamaya Wetan Karawang 

398.91 Mekarmaya Cilamaya Wetan Karawang 

347.92 Bayur Lor Cilamaya Kulon Karawang 

235.72 Langensari Cilamaya Kulon Karawang 

458.86 Cilamaya Cilamaya Wetan Karawang 

470.73 Sukamulya Cilamaya Kulon Karawang 

794.41 Sukatani Cilamaya Wetan Karawang 

523.86 Rawagempol 

Wetan 

Cilamaya Wetan Karawang 

439.11 Pasirukem Cilamaya Kulon Karawang 

89.62 Muktijaya Cilamaya Kulon Karawang 

1,866.91 Muara Cilamaya Wetan Karawang 

1,075.48 Muarabaru Cilamaya Wetan Karawang 

626.96 Rawagempol 

Kulon 

Cilamaya Wetan Karawang 

630.12 Sukakerta Cilamaya Wetan Karawang 

421.75 Sukajaya Cilamaya Kulon Karawang 

Sumber : Batas DAS KLHK 2018, Batas Administrasi BIG, KEMENDAGRI,  
diolah Bappeda 2024 
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Batas Wilayah Administrasi DAS Cilamaya mencakup 3 (tiga) wilayah 
administrasi yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten 
Karawang yang dapat digambarkan dalam peta berikut. 

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi DAS Cilamaya 
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 BAB II. PERMASALAHAN  
DAS CILAMAYA 
2.1 GAMBARAN UMUM 
2.1.1 Lokasi Kajian 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya secara geografis terletak pada 
107031’ – 107041’ BT dan 06012’ – 06044’ LS. Sub DAS Cilamaya mengalir 
dan bermuara ke Laut Jawa.  DAS Cilamaya termasuk ke dalam Wilayah 
Sungai Citarum. DAS Cilamaya secara umum mencakup wilayah 
administrasi Kabupaten Purwakarta di bagian hulu dan Kabupaten 
Karawang serta Kabupaten Subang di bagian hilir. DAS Cilamaya memiliki 
satu saluran utama, yaitu sungai Cilamaya dan memiliki stasiun 
pengukuran debit yang terletak di Cipeundeuy. Peta DAS Cilamaya disajikan 
pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Peta Batas DAS Cilamaya 

DAS Cilamaya memiliki luas wilayah sekitar 814.875,57 Ha dengan 
jumlah penduduk di dalamnya sebanyak 574.585 jiwa. Peningkatan jumlah 
penduduk dari tahun ke tahun yang cukup tinggi tentunya akan 
berpengaruh terhadap beban pencemaran domestik yang besar. Tingkat 
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pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta sebesar 1,19%, 
Kabupaten Subang sebesar 1,06%, dan Kabupaten Karawang sebesar 
0,84%. Sumber beban pencemar pada DAS Cilamaya selain dari limbah 
domestik, juga dari limbah industri, pertanian, perikanan, dan peternakan. 

Sungai Cilamaya merupakan sungai yang alirannya melalui tiga 
kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan 
Kabupaten Karawang. Sebagian Kabupaten Purwakarta merupakan bagian 
dari hulu DAS Cilamaya beserta sebagian Kabupaten Subang, sedangkan 
Kabupaten Karawang dan sebagian Kabupaten Subang menjadi bagian dari 
hilir DAS Cilamaya. Sungai Cilamaya yang melewati ketiga kabupaten 
tersebut menjadi terdampak sebagai badan penerima air limbah industri 
maupun non industri seperti domestik, pertanian, perikanan, dan 
peternakan yang berperan besar terhadap beban pencemaran air Sungai 
Cilamaya. 

DAS Cilamaya secara keseluruhan memiliki topografi yang beragam, 
yaitu dimulai dari kawasan pegunungan di bagian hulu hingga dataran 
rendah di bagian hilirnya. Keberagaman kondisi topografi juga turut 
mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam sempadan DAS 
Cilamaya. Data sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten 
Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang yang kemudian 
diolah menunjukkan jika kepadatan penduduk tergolong rendah, yaitu 
kurang dari 150 jiwa/Ha. Adapun kondisi sosial mata pencaharian cukup 
beragam, yaitu petani, peternak, wirausaha, PNS, hingga karyawan. Kondisi 
sosial mata pencaharian juga dapat diasosiasikan dengan penggunaan 
lahan di dalam DAS Cilamaya. 

Penduduk pada sektor agraris di DAS Cilamaya memiliki pola atau 
kecenderungan yang berbeda di bagian hulu maupun di bagian hilir. 
Penduduk di bagian hulu DAS Cilamaya lebih banyak bekerja sebagai 
peternak dan sebagian merupakan petani kebun. Kondisi tersebut dapat 
terlihat dari banyaknya populasi ternak dan luas perkebunan yang cukup 
besar di Kabupaten Purwakarta dan Subang di bagian hulu DAS Cilamaya. 
Penduduk di bagian hilir, yaitu di Kabupaten Karawang dan sebagian 
Subang lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian seperti petani sawah 
tadah hujan maupun sawah irigasi. Luasnya sawah irigasi dimungkinkan 
karena terdapatnya sistem pengairan irigasi sepanjang tahun. Visualisasi 
sebaran penggunaan lahan ditunjukkan oleh Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan di DAS Cilamaya 

Bagian hulu DAS Cilamaya didominasi oleh kawasan hutan lahan 
kering sekunder dan perkebunan. Kondisi tersebut turut didukung oleh 
kondisi topografi yang berupa pegunungan di bagian selatan atau di bagian 
hulu DAS Cilamaya. Bagian tengah DAS Cilamaya banyak ditemukan lokasi 
industri serta permukiman penduduk dengan asosiasi berupa jalan. Bagian 
hilir DAS Cilamaya didominasi oleh lahan sawah baik sawah tadah hujan 
maupun sawah irigasi serta permukiman. Sumber pengairan bagi sawah 
irigasi berasal dari aliran sungai Cilamaya yang dibendung. 

2.1.2 Iklim 
Iklim adalah rata-rata cuaca dimana cuaca merupakan keadaan 

atmosfer pada suatu waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran 
rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu 
(seperti temperatur, curah hujan, atau angin) pada periode waktu tertentu 
yang merentang dari bulanan, tahunan, atau jutaan tahun (Ditjen PPI-
KLHK). 

Kondisi iklim di wilayah kajian sesuai dengan bentuk morfologi wilayah 
Kabupaten Karawang yang merupakan dataran rendah memperlihatkan 
data dengan temperatur udara rata-rata 270°C, tekanan udara rata-rata 
0,01 milibar, penyinaran matahari 66 % serta kelembaban nisbi 80%. Arah 
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angin pada bulan Januari hingga April berupa angin Muson Laut dan sekitar 
bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara. Curah hujan tahunan berkisar 
antara 1.100-3.200 mm/tahun. Kondisi iklim di Kabupaten Subang 
memiliki data temperatur rata-rata sebesar 27,90C serta kelembapan udara 
sebesar 74,67%. Adapun curah hujan rerata bulanan sebesar 251 
mm/bulan. 

Data mengenai curah hujan di sekitar lokasi kajian dihimpun dari 
Dinas Pertanian Kabupaten Karawang antara tahun 2007 hingga tahun 
2019. Hasil olah data menunjukkan jika kecenderungan musim hujan 
terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April. Musim kemarau 
terjadi di antara bulan Juli sampai bulan September. Kondisi curah hujan 
bulanan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 dapat ditunjukkan dalam 
grafik pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Grafik Rata-Rata Curah Hujan Bulanan Tahun 2007-2019  

di Kabupaten Karawang 

 
2.1.3 Kependudukan 

DAS Cilamaya merupakan salah satu DAS yang terletak di Provinsi 
Jawa Barat. DAS Cilamaya secara administratif membentang meliputi 
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. 
Jumlah penduduk dalam DAS Cilamaya apabila dilihat dari proporsi luasan 
DAS pada ketiga kabupaten tersebut setelah dilakukan rerata tertimbang 
dengan pengolahan  spasial mendapatkan hasil jumlah penduduk sebesar 
573.193 jiwa. Banyaknya penduduk masing-masing kabupaten yang 
wilayahnya termasuk ke dalam DAS Cilamaya yaitu Kabupaten Purwakarta 
sebanyak 224.162 jiwa, Kabupaten Subang sebanyak 182.234 jiwa, dan 
Kabupaten Karawang sebanyak 166.797 jiwa. Perbandingan populasi 
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kabupaten total dengan populasi kabupaten dalam DAS Cilamaya setelah 
dihitung dengan rerata tertimbang disajikan dalam Gambar 2.4. 

Pengolahan data spasial juga dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kepadatan penduduk di dalam DAS Cilamaya, yaitu dengan melakukan 
pengolahan data pada tingkatan administrasi yang paling kecil yaitu tingkat 
kelurahan/desa. Hasil pengolahan data menunjukkan jika kepadatan 
penduduk dalam DAS pada desa di dalam DAS Cilamaya dengan nilai 
maksimal sebesar 78 jiwa/Ha. Nilai tersebut menunjukkan jika kepadatan 
penduduk di dalam desa di DAS Cilamaya termasuk ke dalam kepadatan 
rendah menurut Permen PU No. 2 Tahun 2016, yaitu kurang dari 150 
jiwa/Ha. 

 
Gambar 2.4 Perbandingan Populasi Kabupaten Total dengan Populasi Kabupaten  

dalam DAS 

 
2.1.4 Pertanian 

DAS Cilamaya secara letak geografis membentang dari kaki Gunung 
Tangkuban Parahu di bagian hulu dan berakhir di pesisir utara Pulau Jawa. 
Kondisi geomorfologi yang beragam dimulai dari dataran tinggi hingga 
dataran rendah memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan pertanian. 
Kegiatan pertanian di dalam lingkup DAS Cilamaya berdasarkan data BPS 
dan data peta penggunaan lahan milik BIG menunjukkan jika adanya 
diversifikasi kegiatan pertanian meliputi perkebunan, ladang (palawija) dan 
pertanian sawah. 

Sebaran kegiatan pertanian berupa perkebunan banyak tersebar di 
bagian hulu DAS Cilamaya, yaitu berada di Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang. Hasil komoditas perkebunan di bagian hulu DAS 
Cilamaya berupa kopi dan teh. Kegiatan pertanian berupa perkebunan 
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banyak ditemukan di Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Serangpanjang, 
dan Kecamatan Kiarapedes. Tersebarnya kegiatan perkebunan di beberapa 
kecamatan tersebut karena kondisi topografinya yang berupa dataran tinggi 
sehingga cocok untuk dibudidayakan komoditas kopi dan teh. Luas 
keseluruhan lahan perkebunan di dalam DAS Cilamaya adalah 15.632,01 
Ha. 

Sebaran kegiatan pertanian berupa ladang di dalam DAS Cilamaya 
terkonsentrasi di bagian tengah DAS Cilamaya, yaitu berada di Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang. Luas lahan ladang di dalam DAS 
Cilamaya sebesar 2.398,61 Ha. Lahan ladang di dalam DAS Cilamaya 
tersebar pada Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pasawahan, dan 
Kecamatan Cipeundeuy. 

Kegiatan pertanian berupa persawahan di dalam DAS Cilamaya 
tersebar di bagian hilir DAS Cilamaya, yaitu dengan topografi berupa 
dataran rendah. Lahan persawahan dalam DAS Cilamaya terbagi menjadi 
dua, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi dengan total luas mencapai 
35.324,08 Ha. Lahan persawahan banyak ditemukan di Kabupaten 
Karawang dan Kabupaten Subang. Tersebarnya lahan persawahan di bagian 
hilir disebabkan karena melimpahnya sumber air yang kemudian digunakan 
untuk irigasi sawah yang berasal dari Bendungan Barugbug. Perbandingan 
luas lahan pertanian dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya disajikan dalam 
Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Perbandingan Luasan Lahan Pertanian pada DAS Cilamaya  
di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang 
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2.1.5 Lahan Kritis 

Pada Wilayah DAS Cilamaya, khususnya di Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang terdapat lahan kritis dan sangat kritis yang cukup luas, 
yaitu 8.893,08 Ha lahan kritis dan 781,20 Ha lahan sangat kritis atau 
sebesar 10,64% dan 0,93% dari total luas lahan di DAS Cilamaya. Luas 
lahan kritis di DAS Cilamaya disajikan Tabel 2.1. 

Kemudian Tahun 2022 berdasarkan Penetapan Peta Dan Data Lahan 
Kritis Nasional Tahun 2022 (SK. 49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022) 
luas lahan kritis telah membaik, dimana terjadi pengurangan luas lahan 
kritis, dari semula Tahun 2021 seluas 9.674,28 ha menjadi 7.691,83 Ha, 
berkurang 1.982,45 Ha sebagaimana Gambar 2.6. 

Tabel 2.1 Luasan Lahan Kritis DAS Cilamaya Tahun 2021 
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Gambar 2.6 Perubahan Lahan kritis DAS Cilamaya Tahun 2022 

Lahan Kritis DAS Cilamaya sebesar 12,41% dari total luasan DAS, 
dengan total lahan kritis DAS DAS Cilamaya 7.559,25 Ha. Lahan Kritis 
dalam Kawasan Hutan 5.567,69 Ha. Lahan Kritis Luar Kawasan Hutan 
1.991,56. Dari perubahan lahan kritis tahun 2021 ke tahun 2022 tersebut, 
diperoleh besaran pengurangan lahan kritis sebesar 21,52% dari kondisi 
semula di tahun 2021. Berikut tabel luas lahan kritis di DAS Cilamaya. 

Tabel 2.2 Luas Lahan Kritis  di DAS Cilamaya 

 

2.1.6 Peternakan 
Kegiatan usaha peternakan di dalam DAS Cilamaya menurut data BPS 

yaitu Kecamatan dalam Angka Tahun 2019, terdiversifikasi atas tiga jenis 
hewan ternak, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Hewan 
ternak besar terdiri atas sapi, kerbau, dan kuda, yaitu masing-masing 
sebanyak 8.284 ekor, 2.330 ekor, dan 843 ekor. Hewan ternak kecil meliputi 
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kambing dan domba dengan estimasi masing-masing populasi sebesar 
100.129 ekor dan 529.139 ekor. Nilai estimasi didapatkan dari hasil 
perkalian antara data BPS dengan faktor pengali sebesar 0,33 yang berupa 
asumsi hilangnya sebagian populasi pertahun karena faktor konsumsi. 
Hewan ternak unggas meliputi ayam dan itik dengan masing-masing 
populasi sebanyak 4.509.404 ekor dan 382.073 ekor. Sebaran Populasi  
Ternak dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya ditunjukkan pada Gambar 
2.7. 

 
Gambar 2.7 Peta Sebaran Populasi  Ternak dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya 

Kegiatan peternakan di dalam DAS Cilamaya banyak terdapat di 
Kabupaten Purwakarta, yaitu di Kecamatan Bungursari, Campaka, 
Pondoksalam, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Purwakarta, dan Wanasaya, 
sedangkan di Kabupaten Subang yaitu di Kecamatan Cipeundeuy, 
Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Ciasem, dan Pabuaran. 
Adapun di Kabupaten Karawang penyebaran ternak terdapat di Kecamatan 
Banyusari, Cilamaya Wetan dan Jatisari. Kegiatan peternakan berdasarkan 
data BPS lebih banyak didominasi oleh hewan ternak berupa kambing, 
domba dan ayam. Banyaknya populasi hewan ternak di dalam DAS 
Cilamaya tentunya dapat berdampak pada potensi beban pencemaran. 
Perbandingan jumlah hewan ternak pada DAS Cilamaya ditunjukkan pada 
Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Jumlah Populasi Ternak di DAS Cilamaya 

 

2.1.7 Industri 
Kegiatan industri di dalam DAS Cilamaya berdasarkan data Survey dan 

Pemetaan Identifikasi Sumber Pencemar Air di Sungai Cilamaya Tahun 2019 
menunjukkan jika konsentrasi lokasi industri banyak tersebar di Kabupaten 
Purwakarta, yaitu di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, dan 
Kiarapedes. Sebaran lokasi industri lainnya tersebar di Kabupaten 
Karawang, yaitu Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, dan Jatisari, serta 
di Kabupaten Subang, yaitu di Kecamatan Cipeundeuy. Jenis-jenis industri 
yang diusahakan berupa industri manufaktur, pakan ternak, dan kimia. 

Titik lokasi industri yang berada di dalam DAS Cilamaya terletak di 
sekitar sempadan anak sungai Cilamaya. Data persebaran industri tersebut 
menunjukkan jika limbah yang dihasilkan oleh industri berpotensi sebagai 
beban pencemar sungai Cilamaya. Lokasi industri juga terletak 
mengelompok membentuk suatu kawasan industri yang ditunjukkan dalam 
Gambar 2.8.  
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Gambar 2.8 Peta Persebaran Titik Industri pada DAS Cilamaya 

2.1.8 Usaha Skala Kecil 
Kegiatan Usaha Skala Kecil (USK) berdasarkan data Survey dan 

Pemetaan Identifikasi Sumber Pencemar Air di Sungai Cilamaya Tahun 2019 
terdiri atas usaha produksi tempe, tahu, tempat pencucian motor, serta 
hotel. Kegiatan USK tahu dan tempe paling banyak ditemukan di dalam 
lingkup DAS Cilamaya. Kegiatan USK tahu dan tempe berada di Kecamatan 
Cibatu, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Kiarapedes. Adapun usaha 
pencucian motor dan hotel berada di Kecamatan Cibatu. Produksi tahu dan 
tempe yang menghasilkan limbah berpotensi sebagai sumber beban 
pencemar air sungai Cilamaya. 

 

2.2 SEGMENTASI DAS CILAMAYA 
Panjang segmen sungai Cilamaya secara keseluruhan terbagi menjadi 

empat bagian. Pembagian panjang segmen didasarkan atas titik-titik 
pemantauan kualitas air di sepanjang aliran sungai Cilamaya. Panjang sungai 
Cilamaya secara keseluruhan sebesar 83,77 Km, yang kemudian terbagi 
menjadi empat ruas segmen, yaitu: 
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1. Ruas segmen 1 : Cilamaya – Wanayasa (49,41 Km) 
2. Ruas segmen 2 : Bendung Barugbug (7,82 Km) 
3. Ruas segmen 3 : Setelah BMP (19,06 Km) 
4. Ruas segmen 4 : Blanakan (7,46 Km) 

Ruas segmen 1 membentang di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang yang meliputi beberapa kecamatan di dalamnya. Ruas segmen 1 
sungai Cilamaya terdapat beberapa sumber pencemar yang dominan, yaitu 
domestik, peternakan, dan industri. Sumber pencemar industri terpusat di 
Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Cipeundeuy, sedangkan sumber pencemar 
domestik dan peternakan tersebar di semua kecamatan. Ruas segmen 2 sungai 
Cilamaya terdapat Bendungan Barugbug yang mengalirkan sebagian air sungai 
Cilamaya menuju banjir kanal. Panjang ruas segmen 2 sungai Cilamaya 
sebesar 7,82 Km. 

Sumber pencemar sungai Cilamaya di ruas segmen 2 berasal dari dua 
kabupaten, yaitu sebagian Kabupaten Karawang dan sebagian Kabupaten 
Subang yang didominasi oleh sumber pencemar berupa limbah domestik dan 
limbah non point source seperti pertanian. Ruas segmen 3 sungai Cilamaya 
terbentang sepanjang 19,06 Km yang dimulai dari setelah BMP. Ruas segmen 
3 sungai Cilamaya memiliki sumber pencemar yang serupa dengan ruas 
segmen 2, yaitu didominasi oleh limbah domestik dan limbah non point source 
seperti pertanian. Ruas segmen 4 merupakan ruas segmen terakhir yang 
diawali dari Kecamatan Blanakan dengan panjang ruas 7,46 Km. Ruas segmen 
4 banyak mendapatkan beban pencemar yang berasal dari limbah domestik, 
limbah non point source seperti pertanian serta perikanan. Skema segmentasi 
sungai Cilamaya secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.9, 
sedangkan Peta segmentasi ruas sungai Cilamaya disajikan pada Gambar 2.10. 

Gambar 2.9 Skema Segmentasi Ruas Sungai Cilamaya 
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Gambar 2.10 Peta Segmentasi Ruas Sungai Cilamaya 

2.3 PERMASALAHAN DARI SUMBER PENCEMAR 
2.3.1 Sumber Pencemar Domestik 

Sumber pencemar domestik terdiri dari 2 hal yaitu dari limbah domestik 
yang dihasilkan maupun dari beban pencemar persampahan. Potensi beban 
pencemar domestik ini mempertimbangkan luasan wilayah permukiman yang 
menjadi lokasi penduduk bertempat tinggal dan menghasilkan limbah 
domestik. Adapun potensi beban pencemaran dari limbah domestik 
memperhitungkan jumlah penduduk, faktor emisi domestik rumah tangga 
(Tabel 2.4), rasio ekivalen untuk suatu wilayah (kota, pinggiran kota, dan 
pedalaman), serta jarak lokasi terhadap sungai. 

Tabel 2.4 Faktor emisi (generation load) domestik rumah tangga 

No. Parameter 
Pencemar 

Faktor Emisi 
(gr/hr) 

1 TSS 38 

2 BOD 40 

3 COD 55 

4 Minyak&lemak 1,22 
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No. Parameter 
Pencemar 

Faktor Emisi 
(gr/hr) 

5 Detergen 0,189 

- E-coli 3.00E+14 

Sumber : Puslitbang SDA, Irianto dan Iskandar, 2007 

Sedangkan potensi beban pencemar dari sumber persampahan 
memperhitungkan besarnya sampah yang masuk ke sungai dengan asumsi 
bahwa kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah 
tersebut terbatas atau belum/tidak tertangani. Sehingga dari sampah yang 
tidak tertangani tersebut dapat diperkirakan besaran BOD yang mencemari 
sungai. 

2.3.2 Sumber Pencemar Industri 
Sumber pencemar dari industri memperhitungkan konsentrasi jenis 

pencemar industri dalam buangan air limbah berdasarkan data pemantauan 
di lapangan, laju aliran buangan air limbah setiap jam nya, jumlah jam 
operasional per tahun. Hal ini akan dapat diminimalisir dengan adanya 
Instalasi Pengolahan Air Limbah yang akan memfilter hasil dari air limbah 
industri yang dihasilkan, sehingga dapat meminimalisir potensi beban 
pencemar industri ke air sungai, terkhusus adalah industri besar. 

Selain beban pencemar dari industri besar, juga termasuk beban 
pencemar dari industri usaha kecil dan menengah. Beban pencemaran dari 
usaha skala kecil, termasuk di wilayah ini umumnya memeprhitungkan 
kapasitas produksi dan faktor emisi dari usaha kegiatan pabrik tahu dan 
tempe yang menggunakan bahan baku kedelai yang disajikan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Faktor emisi (FE) industri tahu 

Parameter Beban pencemaran (gr) per kg bahan baku 
kedelai 

BOD 50 

COD 110 

TSS 80 

2.3.3 Sumber Pencemar Peternakan 
Sumber pencemar peternakan memperhitungkan jenis dan jumlah 

populasi hewan ternak dalam satuan wilayah desa/kelurahan karena setiap 
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jenis ternak akan menghasilkan faktor emisi tertentu pada parameter BOD; 
COD; Total N; dna Total P sebagaimana Tabel 2.6.  

Tabel 2.6 Faktor emisi ternak (generation load) 

 
Parameter 

Jenis Ternak 
(gr) 

Sapi Kerbau Kuda Babi Domba Kambing Ayam Angsa Bebek 

BOD 292 207 226 128 55.7 34.1 2.36 2.46 0.88 

COD 717 530 558 362 136 92.9 5.59 6.67 2.22 

Total N 0.933 2.6 38.083 4.622 0.278 1.624 0.002 0.061 0.001 

Total P 0.153 0.39 0.306 0.276 0.063 0.115 0.003 0.006 0.005 

Sumber : BLK-PSDA, 2013 dalam KLHK 2017 

Berdasarkan hasil penelitian BLK-PSDA (2004), di Indonesia rata-rata 
beban pencemar yang masuk ke badan air dari kegiatan peternakan sekitar 
20%. Sehingga potensi beban pencemarnya dihitung berdasarkan pengalian 
jumlah ternak, faktor emisi yang kemudian dikalikan 20% tadi. 

2.3.4 Sumber Pencemar Perikanan 
Sumber pencemar dari perikanan ini mempertimbangkan tingkat 

produksi ikan air tawar dalam suatu kecamatan. Hal tersebut pastinya diikuti 
oleh jumlah pakan ternak yang menghasilkan beban pencemar air sungai.  

2.3.5 Sumber Pencemar Non Point Source (NPS) 
Sumber pencemar Non Point Source (NPS) terdiri atas potensi beban 

pencemar yang berasal dari kegiatan pertanian, serta berasal dari wilayah 
terbangun. Perhitungan beban pencemaran pertanian terdiversifikasi menjadi 
tiga jenis, yaitu sawah, kebun, dan ladang. Perhitungan beban pencemaran 
pertanian dilakukan dengan mengalikan luasan penggunaan lahan pertanian 
setiap desa dengan faktor emisi masing-masing kegiatan pertanian. Rata-rata 
beban pencemar pertanian yang masuk ke badan air (delivery load) di 
Indonesia sekitar 10% dari sawah dan 1% dari palawija dan perkebunan 
lainnya. Adapun faktor emisi dari pertanian disajikan dalam Tabel 2.7. 
Sedangkan perhitungan beban pencemaran dari wilayah terbangun adalah 
dengan mengalikan luasan lahan terbangun pada setiap desa yang 
didasarkan atas lahan permukiman dan bangunan, artinya dilihat terhadap 
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lahan yang masih bersifat hutan dan yang memang sudah terbangun 
sebagaimana Tabel 2.8. 

 

 
Tabel 2.7 Faktor emisi pertanian (generation load) 

 
Parameter 

 
Sawah 

 
Palawija 

Perkebunan Lain / 
Tegalan / Kebun 

Campuran 

BOD 225 125 32,5 

TN 20 10 3 

T-P 10 5 1,5 

TSS 0,46 2,4 1,6 

Pestisida 0,16 0,08 0,025 

Sumber : BLK-PSDA, 2004 
 

Tabel 2.8 Faktor emisi Non Point source dari penggunaan lahan (generation load) 

Parameter Hutan 
(kg/ha/hr) 

Lahan terbangun 
(kg/ha/hr) 

BOD 9,32 15,34 

T-N 21,92 18,90 

T-P 1,37 0,55 

Sumber: ICWRMIP (2015) 
 
2.4 POTENSI BEBAN PENCEMARAN 

Pada inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar di beberapa segmen 
DAS Cilamaya dibatasi dengan menghitung beberapa parameter dari beban 
pencemar yang utama, yaitu BOD, COD, dan TSS. Ketiga parameter ini 
digunakan dengan mempertimbangkan jika parameter tersebut dapat mewakili 
karakteristik dari berbagai sumber pencemar yang ada. 

Berdasarkan sumber pencemar yang telah dijelaskan sebelumnya dan 
kondisi gambaran umum DAS Cilamaya, maka potensi beban pencemar pada 
laporan ini terdiri atas 5 sektor, yaitu sektor poin berupa industri, serta sektor 
non poin yang terdiri atas domestik, peternakan, pertanian, dan perikanan. 
Kelima sumber pencemar tersebut diidentifikasi dan diinventarisasi karena 
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berpotensi terhadap beban pencemar yang terjadi di sungai Cilamaya. 

Hasil perhitungan potensi beban pencemaran di DAS Cilamaya secara 
keseluruhan untuk  parameter BOD adalah sebesar 26.692,04 Kg/hari, 
sedangkan potensi beban pencemaran untuk parameter COD adalah sebesar 
40.055,2 Kg/hari. Adapun potensi beban pencemaran dalam parameter TSS 
adalah sebesar 10.237,26 Kg/hari yang disajikan dalam gambar profil beban 
pencemar BOD, COD, dan TSS menurut sektor sumber pencemarnya pada DAS 
Cilamaya (Gambar 2.11). 

 
Gambar 2.11 Sektor Potensi Beban Pencemaran di DAS Cilamaya 

Terlihat pada Gambar 2.10 bahwa sektor yang paling dominan sebagai 
beban pencemar pada DAS Cilamaya berasal dari kegiatan domestik, kemudian 
disusul oleh sektor peternakan, sektor pertanian (NPS), sektor industri, dan 
sektor perikanan. Kegiatan industri yang beroperasi dalam membuang 
limbahnya ke sungai Cilamaya menjadi penyumbang kecil, yaitu berupa usaha 
besar hingga usaha lain seperti hotel, rumah sakit, serta USK tahu-tempe. 
Rekapitulasi hasil perhitungan potensi beban pencemar BOD, COD, dan TSS 
menurut sumber pencemarnya dalam DAS Cilamaya disajikan dalam tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Potensi Beban Pencemar Berdasarkan Sumbernya 

No. Segmen Kabupaten Sumber 
/Sektor 

Potensi Beban 
Pencemaran BOD 

Potensi Beban 
Pencemaran COD 

Potensi Beban 
pencemaran TSS 

Beban 
Pencemar 

BOD 
(Kg/hari) 

Kontribusi 
Beban BOD 

(%) 

Beban 
Pencemar 

COD 
(Kg/hari) 

Kontribusi 
Beban COD 

(%) 

Beban 
Pencemar 

TSS 
(Kg/hari) 

Kontribusi 
Beban TSS 

(%) 

 
 
 

1 

 
 

 
1A 

 
 
 
Purwakarta 

Domestik1 4896,39 35,61% 6732,54 32,18% 4650,45 99,93% 

Industri2 1942,53 14,13% 3820,70 18,26% 0,00 0,00% 

Peternakan 5530,16 40,22% 8295,24 39,65% 0,00 0,00% 

Perikanan3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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No. Segmen Kabupaten Sumber 
/Sektor 

Potensi Beban 
Pencemaran BOD 

Potensi Beban 
Pencemaran COD 

Potensi Beban 
pencemaran TSS 

Beban 
Pencemar 

BOD 
(Kg/hari) 

Kontribusi 
Beban BOD 

(%) 

Beban 
Pencemar 

COD 
(Kg/hari) 

Kontribusi 
Beban COD 

(%) 

Beban 
Pencemar 

TSS 
(Kg/hari) 

Kontribusi 
Beban TSS 

(%) 

NPS4 1380,24 10,04% 2070,36 9,90% 3,28 0,07% 

Total 13749,32 100,00% 20918,84 100,00% 4653,73 100,00% 

 
 
 

2 

 
 
 

2A 

 
 
 
Karawang 

Domestik1 2636,29 48,76% 3624,90 46,03% 2502,43 92,72% 

Industri2 137,87 2,55% 301,02 3,82% 194,23 7,20% 

Peternakan 839,79 15,53% 2321,86 29,48% 0,00 0,00% 

Perikanan3 494,97 9,15% 742,46 9,43% 0,00 0,00% 

NPS4 1298,15 24,01% 1947,22 24,73% 2,29 0,08% 

Total 5407,07 100,00% 7875,28 100,00% 2698,95 100,00% 

 
 
 

3 

 
 

1B 
dan 
2B 

 
 
 

Subang 

Domestik1 2622,25 34,80% 3605,60 32,02% 2490,30 99,79% 

Industri2 497,01 6,60% 1030,90 9,15% 0,00 0,00% 

Peternakan 1870,61 24,82% 2805,91 24,92% 0,00 0,00% 

Perikanan3 5,87 0,08% 8,81 0,08% 0,00 0,00% 

NPS4 2539,91 33,71% 3809,86 33,83% 5,12 0,21% 

Total 7535,65 100,00% 11261,08 100,00% 2495,42 100,00% 

 

Dari tabel diatas apabila dilihat lebih rinci terkait profil beban 
pencemaran BOD, maka diketahui total potensi beban pencemar BOD pada 
DAS Cilamaya adalah sebesar 26.692,04 Kg/hari. Besaran potensi beban 
pencemar tersebut disumbang dari sumber domestik kegiatan rumah tangga 
dari permukiman penduduk (termasuk beban sampah) sebesar 10.154,94 
Kg/hari, dari sumber poin (industri, rumah sakit, hotel, dan Usaha Skala Kecil) 
sebesar 2.577,41 Kg/hari, dari sumber kegiatan peternakan sebesar 8.240,56 
Kg/hari, dari non point source (NPS) sebesar 5.218,29 Kg/hari, dan sumber 
dari usaha perikanan sebesar 500,84 Kg/hari. 

Hasil perhitungan potensi beban pencemar BOD pada DAS Cilamaya, 
teridentifikasi kontribusi beban pencemar BOD yang berasal dari sektor 
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domestik sebesar 38,04%, sektor peternakan sebesar 30,87%, sektor NPS 
sebesar 19,55%, sektor industri sebesar 9,66%, dan sektor perikanan sebesar 
1,88%. Sektor industri merupakan gabungan dari beberapa jenis usaha seperti 
industri, Usaha Skala Kecil, rumah sakit, dan hotel. Hasil perhitungan beban 
pencemar BOD di segmen wilayah DAS Cilamaya dapat dilihat dalam Tabel 
2.10. 

Tabel 2.10 Kontribusi Beban Pencemar BOD pada Beberapa Sektor di DAS Cilamaya 

Segmen Kabupaten Kecamatan 

Potensi Beban Pencemaran BOD di DAS 
Cilamaya (Kg/Hr) 

Domestik Industri Peternakan Perikanan NPS Total 

1A Purwakarta 

Bungursari 7427,21 - 393,91 - 95,11 916,24 

Campaka 862,83 230,09 1.203,84 - 308,97 2.605,73 

Cibatu 879,63 1.556,03 1.109,36 - 323,69 3.868,70 

Kiarapedes 623,88 156,41 1.337,81 - 267,44 2.385,54 

Pasawahan 602,13 - 564,27 - 160,13 1.326,53 

Pondok 
Salam 

127,91 - 150,92 - 52,09 330,92 

Purwakarta 1.210,25 - 433,94 - 80,85 1.725,05 

Wanayasa 162,55 - 336,11 - 91,96 590,61 

Purwakarta Total 4.896,39 1.942,53 5.530,16   - 1.380,24 13.749,32 

1A Total 4.896,39 1.942,53 5.530,16 - 1.380,24 13.749,32 

1B  
Subang 

Cipeundeuy 289,00 496,95 615,60 1,69 144,06 1.547,30 

Dawuan 0,41 - - 0,02 0,44 0,86 

Kalijati 49,48 - 276,18 0,50 37,79 363,95 

Pabuaran 171,78 - 229,33 0,02 184,11 585,23 

Serangpanja
ng 

175,54 - 426,80 - 186,84 789,18 

Subang Total 686,21 496,95 1.547,91 2,23 553,24 3.286,53 

1B Total 686,21 496,95 1.547,91 2,23 553,24 3.286,53 

 

2A 

 

Karawang 

Banyusari 530,89 6,68 24,16 18,19 359,60 939,52 

Cilamaya 
Wetan 

464,72 34,27 71,77 435,35 140,85 1.146,96 
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Segmen Kabupaten Kecamatan 

Potensi Beban Pencemaran BOD di DAS 
Cilamaya (Kg/Hr) 

Domestik Industri Peternakan Perikanan NPS Total 

Jatisari 1.301,90 96,92 570,90 33,49 640,63 2.643,84 

Kotabaru 338,78 - 172,97 7,45 157,06 676,26 

Karawang Total 2.636,29 137,87 839,79 494,97 1.298,15 5.407,07 

2A Total 2.636,29 137,87 839,79 494,97 1.298,15 5.407,07 

 
2B Subang Blanakan 644,93 - 23,69 0,73 540,10 1.209,45 

  Ciasem 583,60 - 113,98 1,14 654,89 1.353,60 

  Patokbeusi 707,52 0,06 185,04 1,77 791,68 1.686,06 

Subang Total 1.936,05 0,06 322,70 3,64 1.986,67 4.249,12 

2B Total 1.936,05 0,06 322,70 3,64 1.986,67 4.249,12 

Grand Total 10.154,94 2.577,41 8.240,56 500,84 5.218,29 26.692,04 

% 38,04% 9,66% 30,87% 1,88% 19,55% 100,00% 

 
2.5 PERMASALAHAN 

DLH Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 telah melakukan kajian 
identifikasi permasalahan DAS Cilamaya. Berdasarkan hasil inventarisasi 
sumber pencemar, dan hasil kajian identifikasi permasalahan DAS Cilamaya 
tersebut didapatkan potensi sumber pencemar di DAS Cilamaya adalah 
sebagai berikut :  
1.  Segmen Kabupaten Karawang  

Di Kabupaten Karawang ada beberapa potensi sumber pencemar 
diantaranya adalah :  
a)  Industri : Sungai Cilamaya sebagai badan air penerima polusi 

pencemaran air 
b)  Permukiman : Permukiman sebagai penghasil pencemaran air limbah 

domestik di badan air Sungai Cilamaya  
c)  Pertanian : Pencemaran Limbah Pertanian akibat penggunaan pupuk 

dan pestisida 
d)  Peternakan : Pencemaran kotoran limbah ternak yang tidak diolah dan 

langsung digunakan sebagai pupuk  
e)  Usaha Kecil Mikro : beberapa industri menghasilkan limbah diatas 

baku mutu lingkungan 
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2.  Segmen Kabupaten Purwakarta  
Di Kabupaten Purwakarta ada beberapa potensi sumber pencemar 
diantaranya adalah : 
a) Industri : beberapa industri di Kabupaten Purwakarta air limbahnya 

masih melebihi baku mutu lingkungan dan Sungai Cilamaya sebagai 
badan air penerima polusi pencemaran air  

b) Pertanian : Pencemaran Limbah Pertanian akibat penggunaan pupuk 
dan pestisida 

c)  Peternakan : Pencemaran kotoran limbah ternak yang tidak diolah dan 
langsung digunakan sebagai pupuk 

3.  Segmen Kabupaten Subang  
Di Kabupaten Subang ada beberapa potensi sumber pencemar 
diantaranya adalah :  
a)  Pertanian : Pencemaran Limbah Pertanian akibat penggunaan pupuk 

dan pestisida 
b) Peternakan : Pencemaran kotoran limbah ternak yang tidak diolah dan 

langsung digunakan sebagai pupuk  
c)  Usaha Kecil Mikro : Jenis UMKM di Kabupaten Subang meliputi 

UMKM sofa, UMKM tahu tempe yang dapat memberikan beban 
organik ke sungai Cilamaya. 

Secara garis besar permasalahan DAS Cilamaya dilihat dari perspektif 
daya dukung air dan lahan, serta tata kelola kelembagaan dan penegakan 
hukum disajikan pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 2.11 Permasalahan DAS Cilamaya 

No Aspek Permasalahan 
Utama Akar Permasalahan 

I Daya Dukung Air 

1 Pendayaguna
an Sumber 
Daya Air 

Degradasi kuantitas 
sumber daya air 
 

1. Penurunan luas kawasan resapan air 
(catchment area) akibat meningkatnya 
kerusakan lahan 

2. Berkurangnya fungsi sungai sebagai 
penyedia air baku akibat erosi dan 
sedimentasi, pencemaran oleh limbah 
pertanian dan peternakan, serta 
penggunaan lahan di sempadan sungai.  

  Degradasi kualitas 
sumber daya air 
 

1. Pencemaran air akibat pembuangan air 
limbah domestik, industri, pertanian, 
peternakan, perikanan, sampah 
domestik/B3 ke sungai 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	

	

-31-	

No Aspek Permasalahan 
Utama Akar Permasalahan 

2. Keterbatasan ketersediaan sarana dan 
prasarana sanitasi air limbah domestik 
yang layak 

3. Perilaku hidup bersih dan sehat 
masyarakat rendah akibat 
meningkatnya permukiman kumuh di 
sekitar sungai dan pembinaan 
masyarakat yang tidak optimal 

4. Penerapan produksi bersih untuk 
industri tidak optimal, lemahnya 
ketaatan industri besar untuk memiliki 
dan mengoperasikan IPAL, kurangnya 
pengawasan perizinan dan dukungan 
pemerintah terhadap industri kecil yang 
tidak mampu memiliki dan 
mengoperasikan IPAL 

5. Penerapan sistem pertanian ramah 
lingkungan yang tidak optimal akibat 
kurang efektifnya pembinaan 
masyarakat  

6. Tidak terkelolanya limbah peternakan 
akibat belum adanya IPAL terpadu, 
belum optimalnya pemanfaatan kotoran 
ternak menjadi biogas dan pupuk, serta 
kawasan peternakan yang tidak tertata 
dan sisa pakan ikan pada budidaya 
perikanan 

7. Sampah domestik dan B3 kurang 
terkelola akibat keterbatasan sarana 
dan prasarana persampahan, serta 
kurangnya upaya pengurangan sampah 
dan penerapan 3R/komposting 

8. Limbah B3 dibuang bersama sampah 
domestik akibat belum adanya 
kelembagaan, sarana dan prasarana 
limbah B3 dari aktivitas domestik, 
industri kecil dan rumah sakit  

2 Daya Rusak 
Air 

Peningkatan 
frekuensi dan risiko 
bencana banjir dan 
longsor 

1. Peningkatan luas lahan kritis akibat 
alih fungsi lahan menjadi lahan 
pertanian, perkebunan, dan 
permukiman liar  

2. Penurunan luas kawasan resapan air 
(catchment area) akibat kerusakan 
lahan 

3. Berkurangnya tutupan vegetasi akibat 
degradasi luasan hutan yang 
disebabkan kebakaran dan gangguan 
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keamanan hutan, serta peningkatan 
aktivitas dan penggunaan lahan di 
sempadan sungai 

4. Berkurangnya fungsi sungai sebagai 
penampung air akibat erosi dan 
sedimentasi 

5. Peningkatan erosi dan sedimentasi di 
sungai akibat berkurangnya tutupan 
vegetasi 

6. Belum optimalnya penyediaan 
infrastruktur pengendalian banjir 

7. Belum optimalnya mitigasi dan 
kesiapsiagaan bencana banjir dan 
longsor 

II Daya Dukung 
Lahan 

Kerusakan lahan 
dan penurunan 
produktivitas lahan 

1. Peningkatan luas lahan kritis yang 
disebabkan alih fungsi lahan menjadi 
lahan pertanian, perkebunan, dan 
permukiman liar. 

2. Ketidaksesuaian tata guna lahan 
dengan rencana tata ruang serta 
lemahnya upaya pengawasan perizinan 
dan pengendalian pemanfaatan ruang 

III Tata Kelola 
Kelembagaan 

Tata kelola 
kelembagaan dari 
sisi perencanaan, 
riset, kolaborasi 
multipihak, edukasi 
dan pemberdayaan 
masyarakat belum 
optimal 

1. Belum optimalnya penyediaan 
dokumen perencanaan/masterplan 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan DAS pada sektor pertanian, 
peternakan, dan perikanan, termasuk 
penyediaan lahan 

2. Masih lemahnya tata kelola 
kelembagaan pengelolaan sampah, 
penanganan limbah industri kecil, 
peternakan dan perikanan, serta 
penanganan lahan kritis di lahan milik 
masyarakat 

3. Tumpang tindih peran stakeholder dan 
belum optimalnya upaya kolaborasi 
multipihak, termasuk kolaborasi 
sumber pendanaan 

4. Belum optimalnya upaya edukasi dan 
pemberdayaan masyarakat desa 

5. Belum optimalnya upaya pelibatan 
masyarakat sebagai pelaku utama 
upaya pengendalian pencemaran dan 
kerusakan melalui forum dan 
komunitas 

6. Belum tersedianya instrumen 
pengendalian pemanfaatan ruang yang 
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efektif, serta mekanisme insentif dan 
disinsentif 

7. Belum optimalnya penyediaan data dan 
informasi berbasis teknologi untuk 
masyarakat, serta kehumasan 

8. Keterbatasan kapasitas masyarakat 
dalam upaya pengendalian 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan. 

IV Penegakan 
Hukum 

Penegakan hukum 
lingkungan belum 
optimal 

1. Belum optimalnya kerjasama antara 
pemerintah, aparat hukum, dan 
masyarakat dalam menindaklanjuti 
kasus pencemaran dan kerusakan 
lingkungan 

2. Belum optimalnya pengawasan melalui 
peran dan fungsi Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup (PPLH) 

3. Kurangnya keterbukaan informasi dan 
partisipasi publik. 

 
2.5.1 Sektor Peternakan 

Data survei lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan di DAS 
Cilamaya di sektor peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.12. Sebagian besar 
peternakan di wilayah tersebut masih berskala kecil hingga menengah, 
dengan dominasi ternak ayam dan domba. Tantangan utama yang dihadapi 
adalah kurangnya fasilitas pengolahan limbah, yang perlu menjadi perhatian 
untuk pengembangan peternakan berkelanjutan. Pada Tabel tersebut terlihat 
bahwa permasalahan dari sektor peternakan adalah limbah kotoran hewan 
dari peternakan sebagian besar tidak diolah terlebih dahulu dan langsung 
dibuang ke lingkungan. Sebagian warga memanfaatkan kotoran hewan 
menjadi pupuk kandang namun tidak diolah terlebih dahulu karena 
kurangnya pengetahuan mengenai cara mengolah limbah ternak. Pada saat 
musim hujan yang terjadi adalah terjadinya luapan air di kolam di sekitar 
peternakan ke area pertanian. Hal ini menjadi beban organik yang tinggi di 
Sungai Cilamaya.  
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Tabel 2.12 Data sebaran Peternakan di DAS Cilamaya 
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2.5.2 Sektor Industri 

Data survei lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi permasalahan di DAS 
Cilamaya di sektor industri dapat dilihat pada Tabel 2.13. Permasalahan di 
sektor industri antara lain ada beberapa industri yang masih membuang 
limbah melebihi baku mutu dan ada yang membuat bypass untuk membuang 
limbahnya. Beberapa industri masuk dalam data penegakan hukum 
lingkungan oleh Pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Provinsi Jawa 
Barat. Adapun data jumlahpenegakan hukum yang telah dilakukan di 
industri DAS Cilamaya pada tahun 2020- 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.14. 
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Tabel 2.13 Data Industri di DAS Cilamaya 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	

	

-37-	

 

Tabel 2.14 Data Penegakan Hukum yang telah dilakukan  di DAS Cilamaya 

 
 
2.5.3 Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

Data survei lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi permasalahan di Sektor 
UMKM dilihat dari kepemilikan alat pengolahan limbahnya sebagaimana 
TAbel 2.15. dari Tabel tersebut terlihat permasalahan di sektor UMKM adalah 
minimnya pembinaan dari pemerintah setempat mengenai pengolahan 
limbah dan masih sedikit yang memiliki unit pengolahan air limbah. Limbah 
cair domestik yang dihasilkan di sektor UMKM belum dapat diinventarisasi 
jumlahnya namun apabila di masa depan ada pertambahan sektor UMKM 
yang signifikan di DAS Cilamaya perlu dilakukan pembinaan yang terstruktur 
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dan terintegrasi agar beban pencemar dan daya tampung Sungai Cilamaya 
masih memenuhi syarat. 

Tabel 2.15 Hasil survei lapangan di sektor UMKM 
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 BAB III. STRATEGI, KEBIJAKAN 
DAN INDIKATOR KEBERHASILAN 
PROGRAM PPK DAS CILAMAYA 
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN 

DAN KERUSAKAN DAS CILAMAYA  
Arah kebijakan pada penanganan DAS Cilamaya merujuk pada arahan 

yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2022 
tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali 
Bekasi, yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau 
Kerusakan DAS, serta Pemulihan Fungsi DAS. Berdasarkan arah kebijakan 
tersebut, disusun strategi yang merupakan penanggulangan permasalahan 
pencemaran dan kerusakan. Pencemaran di DAS Cilamaya perlu dikendalikan 
dari sumber pencemarnya baik dari limbah industri, peternakan, perikanan 
maupun air limbah domestik dan persampahan. Kerusakan di DAS Cilamaya 
dikendalikan melalui upaya pengurangan erosi dan pengendalian sumber daya 
air. Strategi untuk mengendalikan sumber pencemaran dan kerusakan antara 
lain:  

1.  Menurunkan sedimentasi di DAS Cilamaya dengan pengurangan 
erosi melalui penanganan lahan kritis;  

2.  Mengelola limbah yang terdiri dari limbah industri, limbah 
peternakan, limbah domestik serta persampahan;  

3.  Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku 
usaha dan/atau kegiatan; 

4.  Meningkatkan pengelolaan sumber daya air;  
5.  Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada industri, insitusi 

pendidikan, dan masyarakat di DAS Cilamaya. 

Dalam menjalankan strategi, diperlukan goal/tujuan yang jelas dan 
milestone capaian yang rasional, analisis ekosistem kompleks, dan integrasi 
dalam program, monitoring dan evaluasi serta kesepakatan para pemangku 
kepentingan. Dalam implementasinya, diperlukan kolaborasi yang kemudian 
diturunkan menjadi program nyata dan ditaksanakan oleh seluruh pemangku 
kepentingan (Tabel 3.1). Program tersebut dapat diklasifikasi menjadi program 
berdampak langsung terhadap pengurangan dan pencemaran lingkungan dan 
program yang dampaknya tidak secara langsung menurunkan tingkat 
pencemaran dan kerusakan di DAS Cilamaya. Secara umum skema program 
ditampilkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Skema Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya 

3.2 TUJUAN, SASARAN, DAN ULTIMATE GOAL 
Tujuan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Cilamaya adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas air menuju klasifikasi mutu air 
kelas II 

2. Meningkatkan kondisi daerah aliran sungai yang bebas limbah dan 
sampah, produktif untuk aktivitas prasarana/sarana rekreasi 
air/pariwisata, serta aktivitas perekonomian lainnya yang ramah 
lingkungan 

3. Meningkatkan kondisi daerah aliran sungai yang berketahanan terhadap 
bencana dan dampak perubahan iklim. 

Sasaran dari Revisi Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pengelolaan kondisi tata air dan kondisi lahan yang 
produktif sesuai daya dukung lingkungan DAS 

2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air 
3. Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan dan penurunan risiko 

bencana 
4. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air baku 

dan prasarana/sarana rekreasi air 
5. Meningkatnya pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS 
Cilamaya perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki 
kualitas DAS Cilamaya, khususnya memperbaiki kualitas air Sungai Cilamaya. 
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Oleh karena itu perlu ditetapkan target utama (Ultimate Goal) sebagai acuan 
bersama pelaksanaan aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS 
Cilamaya. Sungai Cilamaya diharapkan menjadi sungai yang bersih dan 
memenuhi baku mutu. Namun, untuk mencapai hal tersebut diperlukan 
waktu yang sangat panjang dan diperkirakan akan tercapai dalam kurun 
waktu puluhan tahun. Rencana aksi ini dibuat untuk menuju pencapaian 
baku mutu tersebut. Hasil pelaksanaan program diperkirakan baru dapat 
terlihat pada tahun kelima, walaupun belum sepenuhnya dapat teratasi secara 
100% permasalahan pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya. Oleh karena 
itu, target kualitas Sungai Cilamaya ditetapkan untuk kurun waktu 2025 – 
2029 yang merupakan masa jabatan Wakil Gubernur Jawa Barat selaku 
Komandan SATGAS. Target utama program ini adalah menurunnya tingkat 
pencemaran Sungai Cilamaya dengan indikator utama Indeks Kualitas Air 
(IKA). Secara baku mutu DAS Cilamaya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa 
Barat nomor 12 tahun 2013, DAS Cilamaya dibagi dalam 4 segmen dengan 
targetan baku mutu pada 5 tahun pertama dan kedua adalah seperti 
tercantum dalam Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 

Gambar 3.2 Peta Segmentasi DAS Cilamaya 
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Gambar 3.3 Pembagian Segmen DAS CIlamaya beserta targetan baku mutu 

Dari 24 data pemantauan kualitas air tahun 2022 di DAS Cilamaya, 
sebaran status mutu yaitu 4% Memenuhi, 67% Cemar Ringan, dan 29% Cemar 
Sedang. Berdasarkan trend indeks kualitas air tahun 2020-2022 mengalami 
kenaikan dan menurun  kembali di 2023 dikarenakan musim kemarau yang 
cukup Panjang menyebabkan debit air  alamiahnya menurun. 
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Gambar 3.4 Tren Mutu Air DAS Cilamaya 

 
Gambar 3.5 Tren Kualitas Air DAS Cilamaya 

Berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air di DAS Cilamaya tahun 
2018 –  2023 sebagaimana Gambar 14 terdapat 8 parameter  yang digunakan 
dalam  perhitungan IKA. Dari 8 parameter yang di  pantau terdapat 4 parameter 
yang mengalami kenaikan di tahun 2023, yaitu BOD, COD, Total Fosfat, Koli 
Tinja. Parameter yang mengalami penurunan tertinggi (memburuk) yaitu  
parameter koli tinja. Adapun hasil pengujian kualitas air di tahun 2023 pada 
3 kali pengujian ditampilkan dalam Tabel 3.1 berikut. 
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Tabel 3.1 IKA DAS CIlamaya Tahun 2023 

 
 

Ultimate Goal sebagai indikator keberhasilan utama dari pelaksanaan 
Renaksi PPK DAS Cilamaya  adalah Mutu Air Kelas III berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan, yaitu setara dengan nilai Indeks 
Kualitas Air (IKA) sebesar 55 poin, yang ditargetkan tercapai pada akhir periode 
perencanaan pada tahun 2029. Untuk berikutnya pada tahap kedua rencana 
aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya ini diharapkan 
dapat memenuhi mutu cemar ringan atau sebesar minimal 60,00 poin (dengan 
kebijakan perhitungan IKA yang lama). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, mutu air dianalisis 
berdasarkan 47 parameter yang terdiri dari parameter fisika, kimia organik, 
mikrobiologi, radioaktivitas dan kimia organik. Kondisi Eksisting di tahun 2022 
adalah sebesar 48,33 poin atau dikategorikan cemar ringan. Di tahun 2023 
sempat turun di angka 43,33 sebagaimana pada tabel 3.1 pada saat kondisi 
kemarau atau sekitar bulan September 2023, namun diakhir tahun 2023 
terdapat peningkatan kembali menjadi sebesar 54,93 poin. 

Selanjutnya sebagai kondisi awal (baseline) pada tahun 2024, IKA DAS 
Cilamaya mengalami peningkatan kembali dengan adanya intervensi dari 
beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait 
sebesar 0,2 poin menjadi sebesar 55,13 poin. Namun sehubungan dengan 
adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pendekatan 
perhitungan Indeks Kualitas Air yang baru, maka dilakukan kembali 
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perhitungan Indeks Kualitas Air dengan skenario perhitungan yang baru dan 
didapatkan hasil dari perhitungan tersebut sebesar 65,94 untuk IKA di DAS 
Cilamaya tahun 2024 dengan kategori sedang sebagaimana tabel 3.2. Metode 
perhitungan tersebut mempertimbangkan adanya kebijakan baru dari 
Kementerian Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Lampiran II 
Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) 
yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air 
berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation - Water Quality Indeks 
(NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui 
pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Rumusan tersebut digunakan 
untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau. 

Tabel 3.2 Data Kualitas Air Sungai Cilamaya 

 

Kebijakan Perhitungan Lama  Kebijakan Perhitungan Baru 

Baseline Target  Baseline Target 

2024 2025 2026 2024 2028 2029  2024 2025 2026 2027 2028 2029 

IKA DAS 
Cilamaya 

55,13 55,33 55,53 55,73 55,93 56,13  65,94 66,14 66,34 65,94 66,74 66,94 

IKA DAS 
Cilamaya di 
Kabupaten 
Purwakarta 

50,31 50,51 50,71 50,91 51,11 51,31  71,3 71,5 71,7 71,9 72,1 71,3 

IKA DAS 
Cilamaya di 
Kabupaten 
Subang 

55,09 55,29 55,49 55,69 55,89 56,09  61,83 62,03 62,23 62,43 62,63 61,83 

IKA DAS 
Cilamaya di 
Kabupaten 
Karawang 

60 60,2 60,4 60,6 60,8 61  65,27 65,47 65,67 65,87 66,07 65,27 

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan parameter penting dalam mengukur 
kondisi kualitas lingkungan perairan, khususnya untuk menilai sejauh mana 
suatu badan air masih memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan aman 
untuk berbagai keperluan, seperti air baku, perikanan, dan ekosistem. 
Pengukuran IKA mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya 
air serta efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang telah 
dilaksanakan. Dalam hal ini, DAS Cilamaya sebagai DAS prioritas provinsi 
diharapkan dapat mengalami peningkatan kualitas air dengan adanya Rencana 
Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya melalui upaya-
upaya yang dilakukan pada kelompok kerja yang telah ditetapkan. Dengan 
kondisi IKA sebesar 65,94 poin di tahun 2024, pada tabel 3.2 disimulasikan 
proyeksi kenaikan IKA dalam periode 5 tahun pertama renaksi mencapai 66,94 
poin. Target ini disusun berdasarkan proyeksi tren historis, kapasitas 
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pengendalian lingkungan, serta rencana aksi pengelolaan kualitas air yang 
telah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan 
perhitungan Indeks Kualitas Air yang baru dengan asumsi kenaikan setiap 
tahunnya 0,2 poin. Target tersebut mencerminkan upaya dalam menjaga 
keberlanjutan sumber daya air sekaligus meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, selain itu dengan IKA tersebut menunjukkan bahwa kualitas air 
secara umum masih berada dalam kategori yang sesuai dengan ambang batas 
yang dapat diterima untuk fungsi lingkungan dan sosial. 

 

Gambar 3.6 Target Ultimate Goal  IKA DAS Cilamaya 2025-2029 

Target IKA DAS Cilamaya Tahun 2025-2029 seperti ditunjukkan pada 
gambar 3.6 ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa pada 5 tahun 
pertama masih dimungkinkan terjadinya refocusing atau realokasi anggaran 
sehingga mempengaruhi pencapaian target kegiatan dan program yang 
berkontribusi terhadap perbaikan kualitas air sungai. Target 5 tahun pertama 
ini juga diselaraskan dengan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi 
Jawa Barat yaitu sebagai fondasi: penguatan fondasi transformasi sosial, 
ekonomi dan tata kelola. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa masih 
diperlukan upaya dan waktu untuk membangun kesadaran masyarakat dan 
industri dalam pengelolaan lingkungan. Adapun pencapaian IKA pada 5 tahun 
berikutnya menunggu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi selama 5 
Tahun pertama, sehingga dimungkinkan untuk disimulasikan mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan di 5 tahun kedua. Hal ini ditetapkan 
dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan-kegiatan sudah dapat berjalan 
optimal disertai dengan sudah terbangunnya kesadaran masyarakat dan 
industri dalam pengelolaan lingkungan sampai dengan tahun 2029 sehingga 
percepatan dapat dilakukan dan pada akhir periode perencanaan jangka 
panjang tahun 2034 diharapkan dapat mencapai kondisi IKA dengan kategori 
baik yaitu minimal 70 poin. 
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3.3 INDIKATOR KEBERHASILAN 
Selain indikator utama (indikator dampak), keberhasilan program diukur 

melalui pencapaian indikator outcome (program) yang diharapkan berdampak 
pada peningkatan kualitas Sungai Cilamaya. Penjabaran indikator output, 
outcome dan impacf dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Indikator Program 

Program Indikator Output Indikator Outcome Indikator Impact 

Penanganan Lahan 
Kritis 

Terselenggaranya 
penanganan lahan 
kritis  

Tertanganinya 
lahan kritis pada 
kawasan hutan 
dan juga non 
hutan di DAS 
Cilamaya 

Menurunnya erosi 
pada wilayah DAS 
Cilamaya 

Penanganan Limbah 
Industri 

Terselenggaranya 
pembinaan dan 
pengawasan kepada 
industri 

Presentase 
industri terbina 
dan memenuhi 
baku mutu 

Effluent/limbah 
dari industri 
memenuhi baku 
mutu 

Penanganan Limbah 
Peternakan 

● Tersedianya unit 
pengolahan 
limbah ternak  

● Terselenggaranya 
bimbingan teknis 
dan sosialisasi 
kepada peternak 

Presentase 
Jumlah Ternak 
yang Limbahnya 
Terolah 

Kandungan faecal 
coliform menurun, 
serta 
Berkurangnya 
jumlah lombah 
peternakan yang 
masuk badan air 

Penanganan Air 
Limbah Domestik 

Tersedianya Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 

Penambahan KK 
terakses ke 
Infrastruktur 
Sanitasi Layak 

Kandungan faecal 
coliform menurun, 
serta menurunnya 
jumlah KK BABS 

Pengelolaan Sampah Tersedianya unit 
pengelolaan 
persampahan 

Persentase 
pengurangan 
Tonase Sampah 
belum terlayani 

Seluruh sampah 
dikelola dan 
terlayani diunit 
pengelolaan 
Persampahan 
sehingga 
mengurangi potensi 
masuk ke badan air 

Pengelolaan Sumber 
Daya Air 

● Terbangunnya 
tanggul 
pengendalian 
banjir 

● Terselenggaranya 
upaya untuk 
meningkatkan 
kapasitas 
tampung sungai  

● Terselenggaranya 
pengerukan 

Persentase sisa 
genangan banjir 
 

Berkurangnya 
kejadian banjir di 
sekitar DAS 
Cilamaya Hilir, 
serta meningkatkan 
factor pengencer 
untuk peningkatan 
nilai IKA 
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Program Indikator Output Indikator Outcome Indikator Impact 

sedimen Bendung 
Barugbug 

Penegakan Hukum ● Terlaksananya 
kegiatan 
pengawasan 

● Terlaksannya 
penanganan 
pengaduan kasus 

Presentase 
Pengawasan 
terhadap pelaku 
usaha  
 

Berkurangnya 
pelanggaran pada 
DAS Cilamaya 

 

Edukasi dan 
Hubungan 
Masyarakat 

● Terselenggaranya 
bimbingan teknis 
penyuluhan 
kesehatan 
lingkungan 

● Terselenggaranya 
sosialisasi kepada 
institusi 
pendidikan 

● Terselenggaranya 
pelibatan 
masyarakat untuk 
pemeliharaan 
sungai Cilamaya 

Persentase 
Peningkatan 
Masyarakat yang 
teredukasi dan 
dilibatkan dalam 
pengelolaan 
lingkungan 

 

● Berkurangnya 
limbah yang 
dibuang ke 
sungai 

● Tertanamkannya 
kepedulian 
lingkungan dari 
sejak dini di 
lingkungan 
sekolah 

● Bertambahnya 
kepedualian 
masyarakat akan 
pentingnya 
lingkungan 

Pengelolaan Data, 
Informasi, dan 
Publikasi 

● Terselenggaranya 
pelayanan data 
dan informasi 
terkait DAS 
Cilamaya 

● Termanfaatkanny
a Command 
Center Citarum 
sebagai bagian 
pemantauan 
Aktivitas atau 
kondisi DAS 
Cilamaya 

● Pemantauan 
Kualitas Air 

Presentase 
Pelayanan data 
dan informasi 
yang dapat 
diakses 

● Terpantaunya 
kualitas air DAS 
Cilamaya 

● Terpublikasinya 
kondisi DAS 
Cilamaya dan 
Aksi/kegiatan 
Penanganan yang 
telah 
dilaksanakan 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	 -52-	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	

	

-53-	

 BAB IV. STRATEGI IMPLEMENTASI 
PROGRAM 
4.1 KELEMBAGAAN 

Tata kelola dan kelembagaan pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya mengacu pada peraturan yang 
telah ditetapkan, meliputi: 

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4010); 

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 
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6.   Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

7.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan; 

8.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Pengendalian dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya Dan 
Kali Bekasi Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 178); 

9.   Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, 
Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2013 Nomor 12 Seri E); 

10.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2022 Tentang 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya 
dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi; 

11.  Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/Kep.443-DLH/2023 
tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah 
Aliran Sungai Cilamaya. 

 
Susunan organisasi dalam tata kelola kelembagaan Pengendalian 

Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya menurut Keputusan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/Kep.443-DLH/2023 tentang Satuan Tugas 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya  
sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Susunan Kelembagaan PPK DAS Cilamaya 

Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya, dibentuk Tim DAS Citarum yang 
terdiri dari Pengarah dan Satuan Tugas (Satgas). 

Pengarah Pengendalian Pencemaran dan/atau  Kerusakan Daerah Aliran 
Sungai (PPK DAS Cilamaya) terdiri dari Gubernur Jawa Barat, Panglima 
Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Satgas dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan 
Satgas yang berkoordinasi dan bersinergi dengan Wakil Komandan yang terdiri 
dari Wakil Komandan Bidang Pencegahan, Wakil Komandan Bidang 
Penanggulangan dan Pemulihan, dan Wakil Komandan Bidang Penegakkan 
Hukum. Komandan Satgas dan Wakil Komandan Satgas melibatkan secara 
aktif Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

Sekretariat Satgas dipimpin oleh Sekretaris Harian yaitu Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bertugas 
menyelenggarakan dukungan koordinasi perencanaan, pelayanan teknis 
operasional, monitoring, dan administratif, serta mendukung kelancaran 
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pelaksanaan tugas Satgas dengan memfasilitasi seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Satgas, terutama pelayanan administrasi dan pelaporan. 

Komando Sektor dipimpin oleh  Perwira Komando Daerah Militer 
III/Siliwangi, dengan personel Unsur Komando Daerah Militer III/Siliwangi, 
Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Unsur 
Aparatur Sipil Negara, Unsur masyarakat di DAS Cilamaya. Komandan Sektor 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas. Adapun 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang Tim PPK DAS Cilamaya 
mengacu pada peraturan tersebut dan turunannya, disajikan pada Tabel 4.1 
sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Tim PPK DAS Cilamaya  

No.  Personalia Uraian 

A. Pengarah 
1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Panglima Komando 

Daerah Militer 
III/Siliwangi; 

3. Kepala Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia Daerah Jawa 
Barat; 

4. Kepala Kejaksaan Tinggi 
Jawa Barat. 

· Memberikan arahan, 
pertimbangan, saran, dan 
pendapat terhadap pelaksanaan 
kegiatan Kelompok Kerja; 

· Menerima laporan dari 
Komando dan memantau 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja; dan  

· Mengevaluasi laporan kegiatan 
Kelompok Kerja. 

B. Komando Komandan 
Wakil Gubernur 

· Menunjuk Ketua Kelompok 
Kerja untuk mensinergikan 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja pada pengarah. 

  Wakil Komandan Bidang 
Pencegahan 
1. Bupati Purwakarta; 
2. Bupati Subang; 
3. Bupati Karawang. 

· Mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Kelompok Kerja dalam 
membantu Satgas PPK DAS 
Cilamaya dalam lingkup bidang 
pencegahan; dan 

· Mengevaluasi 
perkembangan/kemajuan hasil 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja sesuai rencana 
aksi dalam lingkup Bidang 
Pencegahan. 

  Wakil Komandan Bidang 
Penanggulangan dan 
Pemulihan 

· Mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Kelompok Kerja dalam 
membantu Satgas PPK DAS 
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Kepala Staf Komando 
Militer III/ Siliwangi 

Cilamaya dalam lingkup Bidang 
Penanggulangan dan 
Pemulihan; dan  

· Mengevaluasi 
perkembangan/kemajuan hasil 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja sesuai rencana 
aksi dalam lingkup Bidang 
Penanggulangan dan 
Pemulihan. 

  Wakil Komandan Bidang 
Penegakan Hukum 
1. Wakil Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia 
Daerah Jawa Barat; 

2. Wakil Kepala Kejaksaan 
Tinggi Jawa Barat. 

· Mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas Kelompok Kerja dalam 
membantu Satgas PPK DAS 
Cilamaya dalam lingkup Bidang 
Penegakan Hukum; dan  

· Mengevaluasi 
perkembangan/kemajuan hasil 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja sesuai rencana 
aksi dalam lingkup bidang 
penegakan hukum. 

  Sekretaris 
Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Barat 

 

C. Kelompok 
Kerja 

Koordinator  
1. Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan 
Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

2. Unsur Komando Daerah 
Militer III/Siliwangi.  

3. Unsur Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
Daerah Jawa Barat.  

4. Unsur Kejaksaan Tinggi 
Provinsi Jawa Barat. 

· Melakukan koordinasi dan 
sinkronisasi kegiatan antar 
Kelompok Kerja serta 
menentukan target kerja 
tahunan pada rencana aksi; 

· Melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kegiatan 
seluruh Kelompok Kerja sesuai 
dengan rencana aksi; dan 

· Melaporkan hasil capaian 
pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Kerja sesuai rencana 
aksi kepada Komando. 

  Kelompok Kerja 
Perencanaan 
Ketua : 
Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan  
Daerah Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 
 
Anggota:  

· Mengkompilasi, memberikan 
asistensi dan menyusun 
rencana aksi yang diusulkan 
seluruh Kelompok Kerja;  

· Merumuskan indikator capaian 
seluruh Kelompok Kerja dalam 
rencana aksi; 

· Mengusulkan rencana aksi 
kepada Koordinator; 
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1. Kepala Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

2. Kepala Badan 
Perencanaan  
Pembangunan Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

3. Kepala Badan 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang. 

· Mensosialisasikan rencana aksi 
kepada seluruh Kelompok 
Kerja;  

· Melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan rencana 
aksi;  

· Melaporkan hasil monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
rencana aksi kepada 
koordinator; dan  

· Memberikan rekomendasi 
kebijakan untuk mendukung 
percepatan PPK DAS Cilamaya 
kepada Ketua Kelompok Kerja. 

  Kelompok Kerja Lahan 
Kritis 
Ketua:  
Kepala Dinas Kehutanan 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
 
Anggota: 
1. Kepala Dinas 

Perkebunan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat.  

2. Kepala Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

3. Kepala Dinas Pangan 
dan Pertanian 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

4. Kepala Dinas Pertanian 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

5. Kepala Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang.  

6. Kepala Biro 
Perekonomian 
Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat  
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7. Kepala Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya 
Alam Jawa Barat.  

8. Kepala Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai 
Citarum-Ciliwung.  

9. Kepala Perusahaan 
Umum Perhutani Divisi 
Regional Jawa Barat dan 
Banten. 

10. Direktur Utama PT. 
Perkebunan Nusantara 
VIII. 

 

  Kelompok Kerja 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air 
Ketua:  
Kepala Dinas Sumber Daya 
Air Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 
 
Anggota: 
1. Kepala Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

2. Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

3. Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

4. Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan  Penataan 
Ruang Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Purwakarta.  

5. Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Subang.  

6. Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 

· Melaksanakan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan seluruh 
anggota Kelompok Kerja untuk 
merumuskan program dan 
kegiatan yang akan diusulkan;  

· Mengusulkan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja kepada 
Kelompok Kerja Perencanaan;  

· Melaksanakan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja dalam rencana 
aksi; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja Perencanaan. 
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Ruang Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang.  

7. Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

8. Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

9. Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang.  

10. Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai 
Citarum.  

11. Direksi Perusahaan 
Umum Jasa Tirta II. 

  Kelompok Kerja 
Penanganan Limbah 
Domestik 
Ketua:  
Kepala Dinas Perumahan 
dan Permukiman 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 
 
Anggota: 
1. Kepala Dinas Perumahan 

dan Kawasan 
Permukiman Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Purwakarta  

2. Kepala Dinas 
Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Subang 

3. Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat dan Permukiman 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang. 

· Melaksanakan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan seluruh 
anggota Kelompok Kerja untuk 
merumuskan program dan 
kegiatan yang akan diusulkan;  

· Mengusulkan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja kepada 
Kelompok Kerja Perencanaan;  

· Melaksanakan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja dalam rencana 
aksi; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja Perencanaan. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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4. Kepala Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah 
Jawa Barat.  

5. Kepala Bidang 
Infrastruktur 
Permukiman pada Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat 

6. Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas 
Pengelolaan Sampah 
Tingkat Regional Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

7. Kepala Bidang 
Pengelolaan 
Persampahan pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta. 

8. Kepala Bidang 
Kebersihan pada Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

9. Kepala Bidang 
Kebersihan, Pengelolaan 
Sampah dan Limbah 
pada Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan  
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang. 

  Kelompok Kerja 
Penanganan Limbah 
Peternakan 
Ketua:  
Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Peternakan 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 
 
Anggota: 
1. Kepala Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral 

· Melaksanakan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan seluruh 
anggota Kelompok Kerja untuk 
merumuskan program dan 
kegiatan yang akan diusulkan;  

· Mengusulkan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja kepada 
Kelompok Kerja Perencanaan;  

· Melaksanakan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja dalam rencana 
aksi; dan 
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

2. Kepala Dinas Peternakan 
dan Perikanan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

3. Kepala Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

4. Kepala Bidang 
Peternakan pada Dinas 
Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang 

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja Perencanaan. 

  Kelompok Kerja 
Penanganan Limbah 
Industri 
Ketua:  
Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 
 
Anggota: 
1. Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat.  

2. Kepala Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

3. Kepala Dinas 
Kesehatan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat.  

4. Kepala Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat.  

5. Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 

· Melaksanakan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan seluruh 
anggota Kelompok Kerja untuk 
merumuskan program dan 
kegiatan yang akan diusulkan;  

· Mengusulkan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja kepada 
Kelompok Kerja Perencanaan;  

· Melaksanakan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja dalam rencana 
aksi; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja Perencanaan. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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Kabupaten Bandung 
Barat.  

6. Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

7. Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

8. Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang.  

9. Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Bandung Barat.  

10. Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Purwakarta.  

11. Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Subang.  

12. Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang.  

13. Kepala Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta. 

14. Kepala Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	 -64-	

No.  Personalia Uraian 

15. Kepala Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang.  

16. Kepala Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perdagangan dan 
Perindustrian 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

17. Kepala Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, 
Perdagangan dan 
Perindustrian 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

18. Kepala Dinas Koperasi 
dan Usaha Kecil 
Menengah Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang 

  Kelompok Kerja 
Penegakkan Hukum 
Ketua:  
Kepala Bidang Penegakan 
Hukum Lingkungan pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 
 
Anggota: 
1.  Balai Pengamanan dan 

Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Jawa, Bali, 
dan Nusa Tenggara. 

2. Kepala Bidang Teknik 
pada Dinas Bina Marga 
dan Tata Ruang 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

3. Kepala Bidang 
Penegakan Peraturan 
Daerah Provinsi dan 
Peraturan Gubernur 
pada Satuan Polisi 

· Melaksanakan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan seluruh 
anggota Kelompok Kerja untuk 
merumuskan program dan 
kegiatan yang akan diusulkan;  

· Mengusulkan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja kepada 
Kelompok Kerja Perencanaan;  

· Melaksanakan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja dalam rencana 
aksi; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja Perencanaan. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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Pamong Praja 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

4. Kepala Bidang 
Penegakan Perundang 
Undangan Daerah pada 
Satuan Polisi  Pamong 
Praja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

5. Kepala Bidang 
Penegakan Peraturan 
Daerah pada Satuan 
Polisi Pamong Praja 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

6. Kepala Bidang 
Penegakan Perundang 
Undangan Daerah pada 
Satuan Polisi Pamong 
Praja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang.  

7. Kepala Bidang Penaatan 
dan Peningkatan 
Kapasitas Lingkungan 
pada Dinas Lingkungan 
Hidup Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Purwakarta.  

8. Kepala Bidang 
Pengawasan dan 
Penaatan Hukum pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

9. Kepala Bidang Penaatan 
Peraturan Lingkungan 
pada Dinas Lingkungan 
Hidup Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang.  

10. Unsur Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
Daerah Jawa Barat.  

11. Unsur Kejaksaan Tinggi 
Provinsi Jawa Barat.  

12. Jabatan Fungsional pada 
Biro Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 
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Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

  Kelompok Kerja 
Hubungan Masyarakat dan 
Edukasi 
Ketua:  
Kepala Bidang Konservasi 
dan Pengendalian 
Perubahan Iklim pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
 
Anggota: 
1. Kepala Bidang 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

2. Kepala Bidang 
Organisasi pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan 
Politik Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat.  

3. Kepala Bidang 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga pada Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat.  

4. Kepala Bidang 
Pembinaan Sekolah 
Menengah Atas pada 
Dinas Pendidikan 
Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

5. Kepala Bidang 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga pada Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat.  

· Melaksanakan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan seluruh 
anggota Kelompok Kerja untuk 
merumuskan program dan 
kegiatan yang akan diusulkan;  

· Mengusulkan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja kepada 
Kelompok Kerja Perencanaan;  

· Melaksanakan program dan 
kegiatan sesuai lingkup tugas 
Kelompok Kerja dalam rencana 
aksi; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja Perencanaan. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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6. Kepala Bidang 
Kelembagaan dan 
Potensi Desa pada Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

7. Kepala Bidang 
Pemberdayaan Usaha 
Ekonomi Masyarakat 
pada Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang.  

8. Kepala Bidang 
Penyelenggaraan 
Penataan Desa pada 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang.  

9. Kepala Bidang 
Pembinaan Sarana dan 
Prasarana pada Dinas 
Pendidikan Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Purwakarta.  

10. Kepala Bidang 
Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan 
Masyarakat pada Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Subang.  

11. Kepala Bidang 
Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan 
Masyarakat pada Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang.  

12. Kepala Bidang 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

13. Kepala Bidang 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang.  

14. Kepala Seksi Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan pada 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta.  

15. Jabatan Fungsional pada 
Biro Administrasi 
Pimpinan Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

  Kelompok Kerja Pengelola 
Data, Informasi, dan 
Publikasi 
Ketua:  
Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 
 
Anggota: 
1. Kepala Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Purwakarta.  

2. Kepala Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Subang. 

3. Kepala Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Karawang 

· Mengkompilasi data, informasi 
dan publikasi dari seluruh 
Kelompok Kerja;  

· Melakukan analisis, 
manajemen informasi dan 
komunikasi publik yang 
berkaitan dengan program 
rencana aksi;  

· Melaksanakan koordinasi 
dengan Pemerintah Pusat, 
Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 
pengumpulan data terkait PPK 
DAS Cilamaya;  

· Membentuk Sistem Informasi 
Pusat Data PPK DAS Cilamaya;  

· Memberikan layanan informasi 
kegiatan PPK DAS Cilamaya;  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan program dan 
kegiatan kepada Kelompok 
Kerja perencanaan. 

D Sekretariat 
Satgas 

Sekretaris Harian · Memberikan dukungan teknis 
operasional Satgas PPK DAS 
Cilamaya;  
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Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

· Memberikan pelayanan 
administrasi dalam 
penyusunan rencana dan 
program kerja Satgas PPK DAS 
Cilamaya;  

· Menyelenggarakan kegiatan 
koordinasi, sinkronisasi, 
monitoring dan integrasi 
administrasi kegiatan dan 
menindaklanjuti pelaksanaan 
tugas Satgas PPK DAS 
Cilamaya;  

· Menyelenggarakan administrasi 
dalam kerja sama Satgas PPK 
DAS Cilamaya dengan 
Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan pihak 
lain yang terkait;  

· Menyelenggarakan pelayanan 
kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, penyajian data, 
serta penyusunan kegiatan 
Satgas PPK DAS Cilamaya;  

· Menyelenggarakan kegiatan 
administrasi keanggotaan serta 
melaksanakan pembinaan 
organisasi, administrasi 
kepegawaian, keuangan, sarana 
dan prasarana Sekretariat 
Satgas PPK DAS Cilamaya;  

· Memberikan saran, masukan, 
dan pendapat dalam 
pelaksanaan dukungan 
kelancaran pelaksanaan tugas 
Satgas PPK DAS Cilamaya 
kepada Koordinator;  

· Memimpin rapat terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
sekretariat;  

· Merumuskan hasil monitoring 
dan evaluasi kepada 
Koordinator; dan  

· Melaporkan seluruh 
pelaksanaan tugas kepada 
Koordinator. 
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  Wakil Sekretaris Harian 
Sekretaris Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

· Memimpin rapat terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sekretariat dalam  
hal Sekretaris Harian 
berhalangan;  

· Membantu Sekretaris Harian 
dalam pemberian dukungan 
teknis operasional Satgas PPK 
DAS Cilamaya;  

· Membantu Sekretaris Harian 
dalam pemberian pelayanan 
administrasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja Satgas PPK DAS 
Cilamaya;  

· Membantu Sekretaris Harian 
dalam penyelenggaraan 
administrasi dalam  
kerja sama Satgas PPK DAS 
Cilamaya dengan 
Kementerian/Lembaga,  
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat, Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota, dan pihak 
yang terkait;  

· Membantu Sekretaris Harian 
dalam menyelenggarakan 
kegiatan administrasi 
keanggotaan Sekretariat serta 
mengorganisasikan,  
mengadministrasikan 
kepegawaian, keuangan, sarana 
dan prasarana kesekretariatan;  

· Memberikan saran, masukan, 
dan pendapat dalam 
pelaksanaan dukungan 
kelancaran pelaksanaan tugas 
satgas PPK DAS Cilamaya 
Sekretaris Harian; dan  

· Membantu Sekretaris Harian 
dalam perumusan hasil 
monitoring dan evaluasi. 

  Ketatausahaan 
Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha pada Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

· Melaksanakan kegiatan 
administrasi keanggotaan, serta  
mengorganisasikan, 
mengadministrasikan 
kepegawaian, keuangan, dan 
sarana Sekretariat Satgas PPK 
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DAS Cilamaya; 
· Mengkompilasi proses 

administrasi penyusunan 
rencana dan program kerja 
Satgas PPK DAS Cilamaya dan 
prasarana Sekretariat Satgas 
PPK DAS Cilamaya;  

· Menyiapkan dan 
mengkompilasi bahan-bahan 
untuk pelaksanaan Satgas PPK 
DAS Cilamaya;  

· Melaksanakan layanan 
administrasi untuk kelancaran 
pelaksanaan  
kegiatan Satgas PPK DAS 
Cilamaya;  

· Menyiapkan kelengkapan 
dokumen untuk 
pertanggungjawaban  
pelaksanaan kegiatan Satgas 
PPK DAS Cilamaya;  

· Menyusun bahan laporan 
pelaksanan kegiatan Satgas 
PPK DAS Cilamaya; dan  

· Melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Sekretaris 
Harian dan/atau Wakil 
Sekretaris Harian. 

  Fasilitator Pencegahan 
Kepala Bidang 
Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan pada Dinas 
Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 

· Melaksanakan pemberian 
dukungan teknis operasional 
Satgas PPK DAS  
Cilamaya Bidang Pencegahan;  

· Melaksanakan pemberian 
pelayanan administrasi dalam 
penyusunan  
rencana dan program kerja 
Satgas PPK DAS Cilamaya 
Bidang Pencegahan;  

· Melakukan koordinasi, 
sinkronisasi, monitoring, dan 
integrasi administrasi  
kegiatan dan tindak lanjut atas 
pelaksanaan tugas Satgas PPK 
DAS  
Cilamaya Bidang Pencegahan;  

· Mengadministrasikan kerja 
sama Satgas PPK DAS Cilamaya 
Bidang  
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Pencegahan;  
· Melaksanakan pelayanan 

kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, dan  
penyajian data; dan  

· Menyusun bahan-bahan 
laporan kegiatan Satgas PPK 
DAS Cilamaya Bidang 
Pencegahan. 

  Fasilitator 
Penanggulangan dan 
Pemulihan 
Kepala Bidang Konservasi 
dan Pengendalian 
Perubahan Iklim pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa  
Barat. 

· Melaksanakan pemberian 
dukungan teknis operasional 
Satgas PPK DAS Cilamaya 
Bidang Penanggulangan dan 
Pemulihan;  

· Melaksanakan pemberian 
pelayanan administrasi dalam 
penyusunan  
rencana dan program kerja 
Satgas PPK DAS Cilamaya 
Bidang  
Penanggulangan dan 
Pemulihan;  

· Melakukan koordinasi, 
sinkronisasi, monitoring, dan 
integrasi administrasi  
kegiatan dan tindak lanjut atas 
pelaksanaan tugas Satgas PPK 
DAS  
Cilamaya Bidang 
Penanggulangan dan 
Pemulihan;  

· Mengadministrasikan kerja 
sama Satgas PPK DAS Cilamaya 
Bidang  
Penanggulangan dan 
Pemulihan;  

· Melaksanakan pelayanan 
kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, dan  
penyajian data; dan  

· Menyusun bahan-bahan 
laporan kegiatan Satgas PPK 
DAS Cilamaya Bidang 
Penanggulangan dan 
Pemulihan. 

  Fasilitator Penegakan 
Hukum 

· Melaksanakan pemberian 
dukungan teknis operasional 
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Kepala Bidang Penaatan 
Hukum Lingkungan pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat 

Satgas PPK DAS Cilamaya 
Bidang Penegakan Hukum; 

· Melaksanakan pemberian 
pelayanan administrasi, 
pengumpulan dan  
penyajian data di bidang 
penegakan hukum; dan  

· Mengadministrasikan kerja 
sama Satgas PPK DAS Cilamaya 
bidang  
penegakan hukum.  

· Mengadministrasikan bahan-
bahan laporan kegiatan Satgas 
PPK DAS Cilamaya Bidang 
Penegakan Hukum. 

E Komando 
Sektor 

Koomandan 
Perwira Komando Daerah 
Militer  
III/Siliwangi. 
 
Personel 
1. Unsur Komando Daerah 

Militer III/Siliwangi.  
2. Unsur Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
Daerah Jawa Barat.  

3. Unsur Aparatur Sipil 
Negara.  

4. Unsur masyarakat di 
DAS Cilamaya. 

Melaksanakan operasi 
pengendalian pencemaran 
dan/atau kerusakan DAS 
Cilamaya sesuai rencana aksi 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan dan/atau arahan 
komandan Satgas PPK DAS 
Cilamaya. 

 
4.2 WILAYAH KERJA 

Pelibatan TNI dalam hal ini para komandan sektor bertujuan untuk 
membantu mempercepat pencapaian target kegiatan pada masing-masing 
programnya. Seluruh aktivitas baik yang dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, maupun Badan 
Usaha diketahui oleh Komandan Sektor sebagai pengawal pelaksanaan 
kegiatan di sektor masing-masing. Fokus tugas dan wewenang Dan sektor 
antara lain Sosialisasi dan Pembinaan terhadap warga sekitar, melakukan 
kegiatan untuk menghentikan pencemaran dan kerusakan Sungai Cilamaya, 
berwenang untuk meminta keterangan data/dokumen termasuk memeriksa 
pabrik, tempat usaha dan saluran pembuangannya. Adapun untuk pembagian 
sektor TNI dan juga lingkup tugasnya akan dibahas secara terpisah oleh 
sekretariat Satgas Cilamaya. 
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 BAB V. RENCANA AKSI 
5.1 INTERVENSI PENANGANAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN 

Meningkatnya keseimbangan antara upaya pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Penentuan intervensi penanganan pada setiap sumber pencemar dan 
kerusakan dilakukan melalui serangkaian tahapan, meliputi: 

1. Identifikasi sumber pencemar/kerusakan 
2. Analisis beban pencemaran/kerusakan 
3. Penentuan target penurunan beban pencemar/kerusakan 
4. Penentuan intervensi penanganan, lokasi dan kebutuhan pendanaan 
5. Pemetaan kelembagaan dan pelaksanaan monev. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, dan 
dalam rangka pencapaian Ultimate Goal, penanganan difokuskan pada 9 
program sebagai berikut. 

1. Penanganan Lahan Kritis 
2. Pengelolaan Sumber Daya Air 
3. Penanganan Air Limbah Domestik 
4.  Pengelolaan Persampahan 
5. Penanganan Limbah Peternakan 
6. Penanganan Limbah Industri 
7. Penegakan Hukum 
8. Hubungan Masyarakat dan Edukasi 
9. Pengelolaan Data, Informasi dan Publik  
 

Permasalahan, Pembagian Kelompok Kerja, Program, Indikator Outcome 
Program, serta Indikasi Kegiatan pada Renaksi PPK DAS Cilamaya disajikan 
pada Tabel berikut ini. 
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Tabel 5.1 Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya 

  

5.2 INTERVENSI PENANGANAN LAHAN KRITIS 
Kondisi pengelolaan DAS dapat dilihat berdasarkan kondisi lahannya. 

Klasifikasi kondisi lahan berdasarkan tingkat kekritisannya, terbagi menjadi 5 
katagori, yaitu lahan tidak kritis, agak kritis, potensial kritis, kritis, dan sangat 
kritis. Adapun lahan dengan klasifikasi kritis dan sangat kritis menjadi 
prioritas utama dalam penanganan lahan kritis.  

Perencanaan penanganan lahan kritis pada 5 tahun pertama 
direncanakan pengurangan lahan kritis sebesar 600 Ha setiap tahunnya dari 
kondisi tahun sebelumnya, dengan asumsi pendekatan bahwa rata-rata 
kegiatan penanaman setiap tahunnya dilakukan pada lahan sekitar 500 s.d. 
600 Ha. Tabel 5.3 mencantumkan kondisi luasan lahan kritis yang terjadi 
setiap tahunnya dengan upaya menanami 600 Ha lahan dengan pohon, 
sehingga terdapat pengurangan luasan lahan kritis yang ditangani 
sebagaimana dicantumkan dalam Tabel berikut ini. 

Tabel 5.2 Target Program Penanganan Lahan Kritis 

Outcome Satua
n 

2022 
Baseline 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tertanganinya 
lahan kritis 
pada kawasan 
hutan dan 
juga  ci DAS 
Cilamaya 

Ha 
  625 1250 1875 2500 3125 3750 

% 
  8,27 16,54 24,80 33,07 41,34 49,61 

 
Beberapa indikasi kegiatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah 

dengan melakukan rehabilitasi lahan secara vegetatif dan rehabilitasi lahan 
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dengan sipil teknis sebagaimana Tabel 5.3 yang dilakukan dari lingkup instansi 
yang menangani perhutanan, dan instansi yang menangani perkebunan. 
Untuk Matrik Kegiatan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Matriks Rencana 
Aksi PPK DAS Cilamaya. 

Tabel 5.3 Indikasi Kegiatan pada Program Penanganan Lahan Kritis 

 
 
5.3 INTERVENSI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Berdasarkan dokumen Kajian Perhitungan Daya Tampung Sungai 3 DAS 
dan 4 Waduk Prioritas (2008), sumber daya air di DAS Cilamaya berasal dari 
Sungai Cilamaya yang memiliki debit air rata- rata 14,21 m3/detik dan debit 
aliran mantap sebesar 6,02 m3/detik. Salah satu isu yang terkait dengan daya 
rusak air di Sungai Cilamaya adalah kejadian genangan/banjir. Berdasarkan 
peta RTRW Jawa Barat, pada wilayah DAS Cilamaya bagian hilir memiliki 
tingkat bahaya banjir yang sedang hingga tinggi. Penyebab terjadinya banjir di 
wilayah DAS Cilamaya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi 
dengan durasi di atas normal sehingga menghasilkan air limpasan yang 
melebihi daya dukung sistem drainase, perubahan penggunaan lahan yang 
tidak terkendali serta kondisi geologi dan morfologi lahan. Hal ini dapat 
mengindikasikan bahwa pencemaran dan kerusakan telah terjadi di DAS 
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Cilamaya dan terkonsentrasi di bagian hilir. Konsentrasi banjir berada di 
pesisir pantai utara Jawa Barat (Kabupaten Karawang), sub DAS Cipepetan 
dan sub DAS Kali Blanakan. Berdasarkan perkembangan dari berita saat ini, 
di daerah pesisir pantai Karawang juga sering terjadi banjir rob. Data luasan 
dan tingkat bahaya banjir di DAS Cilamaya dirinci pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Kondisi Bahaya Banjir DAS Cilamaya Tahun 2018 

 
Dari data kondisi bahaya banjir tahun 2018 telah dilakukan beberapa 

upaya oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS dan juga pemerintah daerah 
setempat baik provinsi maupun Kabupaten di DAS Cilamaya, sehingga 
berdasarkan data pendekatan yang dilakukan oleh BBWS tahun 2023, 
diketahui telah terjadi pengurangan areal genangan di DAS Cilamaya yang 
cukup siginifikan, yaitu Luas Genangan Banjir berdasarkan data BBWS 
Citarum 2024 (Total 718,068 Ha), mencakup Kab. Karawang =500,538 Ha, 
Kab. Purwakarta. = 0 Ha, dan Kab. Subang = 217,53 Ha. 

Namun dilakukan pendekatan pengurangan areal bahaya banjir sebesar 
10% di tahun 2023. Untuk perencanaan penanganan bahaya banjir pada 5 
tahun pertama direncanakan pengurangan luasan banjir sebesar 33,84% di 
akhir tahun 2034, sebagaimana dicantumkan dalam Tabel berikut ini, dengan 
pertimbangan beberapa tahun awal intervensi dalam rencana aksi ini masih 
diberlakukan kebijakan OPOR pada Pemerintah Pusat yang memeiliki 
wewenang dalam pengendalian banjir di DAS Cilamaya. 
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Tabel 5.5 Target Program Pengelolaan Sumber Daya Air 

Outcome Satuan 2018 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Pengurang
an Luas 
Banjir 
Karawang 

Ha 21.234,81 28.865,00 28.000 27.000 23.000 20.000 17.000 14.000 

Pengurang
an Luas 
Banjir 
Purwakarta 

Ha 3.916,79 3.916,79 3.750 3.600 3.300 3.000 2.700 2.200 

Pengurang
an Luas 
Banjir 
Subang 

Ha 3.117,64 3.117,64 3.000 2.800 2.600 2.300 2.000 1.800 

Pengurang
an Luas 
Banjir Total 
DAS 
Cilamaya  

Ha 28.269,24 35.899,43 34.750 33.400 28.900 25.300 21.700 18.000 

Persentase 
pengurang
an luasan 
Banjir  

%   3,20 6,96 19,50 29,53 39,55 49,86 

 
5.4 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH DOMESTIK 

Lingkup wilayah penanganan air limbah domestik di DAS Cilamaya 
adalah seluruh wilayah DAS Cilamaya. Wilayah tersebut meliputi 3 
kabupaten/kota, 22 kecamatan, dan 141 desa/kelurahan dengan jumlah 
penduduk sebanyak 897.324 jiwa atau 241.642 KK. Kondisi masalah 
pengelolaan air limbah domestik dikelompokkan menjadi 2 kriteria besar, yaitu 
masyarakat masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan 
masyarakat yang sudah ODF (Open Defecation Free), yaitu kondisi ketika setiap 
individu/masyarakat sudah tidak ada yang BABS. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat, suatu komunitas/masyarakat dikatakan telah ODF apabila: 

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat (termasuk 
di sekolah); 

2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar; 
3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarkat 

untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat; 
4. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk 

mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat; 
5. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi 

total. 
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Berdasarkan data STBM bulan Mei 2023, pada wilayah penanganan air 
limbah domestik di DAS Cilamaya masih terdapat penduduk yang berperilaku 
BABS, meskipun sudah banyak desa yang mendeklarasikan ODF, bahkan 
Kabupaten Subang sudah menjadi kabupaten yang bebas BABS (SBS) atau 
ODF. Berikut ini disajikan desa/kelurahan yang sudah ODF di wilayah DAS 
Cilamaya berdasar data STBM bulan Mei 2023 (data STBM Dinkes Jabar 2023 
hasil analisis) Gambar 5.1. 

Gambar 5.1 Peta Desa/Keluran ODF di Wilayah Das Cilamaya 2023 

Profil pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah DAS Cilamaya 
dikategori menjadi 4 kondisi akses terhadap sanitasi, yaitu: 

1. Akses Sanitasi Layak Mandiri, dimana selurah penduduk/KK di 
desa/kelurahan tersebut sudah terakses dan memiliki sendiri sarana 
jamban dengan pengolahan akhir tinja menggunakan tangka septic; 

2. Akses Sanitasi Layak Bersama, dimana masyakarat penduduk/KK di 
desa/kelurahan tersebut, ada yang memanfaatkan secara Bersama 
dengan keluarga lain atau umum, yang pengolahan akhir tinjanya 
menggunakan tangki septic; 

3. Akses Sanitasi Belum Layak, dimana masyarakat penduduk/KK di 
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desa/kelurahan tersebut terakses pada sarana sanitasi yang sederhana 
dan pengolahan akhir tinjanya tidak berupa tangka septik, 

4. Perilaku BABS, dimana masyarakat penduduk/KK di desa/kelurahan 
tersebut masih BAB di tempat-tempat terbuka (sungai, sawah, ladang, 
dll.) 

Keempat kategori ini ditetapkan dalam upaya menentukan tipologi akses 
sanitasi disetiap desa/kelurahan untuk mengarahkan pendekatan intervensi 
yang tepat program dan tepat sasaran dalam pengelolaan Air Limbah 
Domestik, di wilayah DAS Cilamaya. Secara spasial Tipologi pengelolaan Air 
Limbah Domestik di wilayah DAS Cilamaya, dapat diperlihatkan sebagai 
berikut: 

Gambar 5.2 Peta Tipologi Akses Sanitasi Wilayah Das Cilamaya 

Berdasarkan Peta tersebut, di wilayah DAS Cilamaya terdapat 24 
desa/kelurahan yang seluruh penduduknya terakses ke sarana sanitasi layak 
mandiri, sementara itu terdapat 19 desa/kelurahan yang penduduknya selain 
terakses ke sarana sanitasi mandiri ada sebagian yang terakses ke sarana 
sanitasi layak bersama. Di luar itu, terdapat 92 desa/kelurahan yang sebagian 
masyarakatnya terakses pada sarana sanitasi yang belum layak, dan bahkan 
masih BABS sebanyak 6 desa. 
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Guna mengatasi permasalahan pencemaran yang bersumber dari air 
limbah domestik, dalam rencana aksi akan berfokus untuk melakukan 
intervensi berupa pembangunan sarana sanitasi, ke wilayah desa/kelurahan 
yang bertipologi desa/kelurahan dengan akses belum layak dan BABS. Bentuk 
sarana yang dibangun bertujuan untuk menambah sarana akses sanitasi 
layak dengan opsi teknologi berupa: Tangki Septik Individual 1KK, Tangki 
Septik Komunal 10KK, IPAL Komunal (Permukiman) skala 50KK, serta 
penambahan Sarana SR bagi IPAL Komunal terbangun yang kapasitasnya 
belum optimal. 

Secara spasial berikut ini ditunjukan wilayah DAS Cilamaya yang 
relative tidak perlu intervensi, karena sarana sanitasinya sudah termasuk 
kategori layak mandiri maupun layak Bersama Gambar 3.  Kemudian wilayah 
DAS Cilamaya yang diintervensi dengan pembangunan sarana sanitasi layak 
ditunjukkan dalam Gambar 4. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar 
intensitas/beban pembangunan harus dilakukan di wilayah yang diintervensi, 
ditunjukkan dalam Gambar 5.3. 

Gambar 5.3 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Akses Sanitasi Layak 
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Gambar 5.4 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Intervensi Pembangunan Sanitasi Layak 

Gambar 5.5 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Tingkat Intensitas Intervensi 
Pembangunan Sanitasi Layak yang Diperlukan 
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Pada Gambar 5.5 ini pula dapat terlihat jumlah KK yang perlu 
ditingkatkan akses sanitasinya menjadi layak di setiap desa/kelurahan yang 
diintervensi, berkisar antara terendah sebanyak 14 KK, dan yang tertinggi 
sebesar 1.724 KK. Total KK yang akan ditingkatkan akses sanitasinya menjadi 
layak sampai 2029 sebanyak 31.563 KK. Dalam periode 2025-2029 Renaksi 
DAS Cilamaya ini, diharapkan tersisa “gap” sebesar 27,237 KK untuk 
dituntaskan, dengan asumsi sebanyak 4.236 KK (2% jumlah penduduk) dapat 
terselesaikan pada tahun 2024. Implementasi intervensi pembangunan air 
limbah domestik dibiayai dengan anggaran dari berbagai sumber anggaran 
pemerintah pusat dan daerah sebagai penugasan wajib konkuren, serta dana 
dari swasta (CSR) dan masyarakat yang ternyata kontribusinya sangat besar. 
Berdasar pada hasil kajian Kemenkes, kontribusi kinerja Pemerintah dengan 
masyarat terhadap pembangunan sanitasi adalah 1 : 7. Berdasar data dari 
implementasi sanitasi di Citarum Harum dalam kurun 2020-2023 
perbandingan tersebut hampir 1 : 9. Rendahnya kinerja pemerintah lebih 
disebabkan belum baiknya mekanisme dan system pelaporan kinerja.  

Dalam Renaksi ini intervensi sanitasi melalui anggaran pemerintah 
diproyeksikan sebesar 30%. Dengan demikian dari target outcome, berupa 
penambahan masyarakat yang terakses pada sarana sanitasi layak, sebesar 
27,237 KK akan diimplementasi melalui anggaran pemerintah sebesar 30% 
sebagai output, yang setara dengan 8.171  KK, sebagai kapasitas infrastruktur 
yang dibangun. Berikut Rencana Outcome dan output dalam Renaksi DAS 
Cilamaya 2025-2029 (Tabel 1). Apapun Rencana Outcome dan output dalam 
Renaksi DAS Cilamaya 2025-2029, untuk setiap kabupaten masing-masing 
ditunjukkan dalam Tabel 5.6. 
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Tabel 5.6 Rencana Target Outcome dan Output Pembangunan Sarana Sanitasi di Tiga 
Kabupaten Wilayah DAS Cilamaya 

 

 

 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	 -86-	

Tabel 5.7 Target Program Penanganan Limbah Domestik 

Outcome Satuan Jumlah 
Pendud

uk 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah KK yang sudah 
memiliki akses sanitasi layak 
dan atau belum layak di 
Karawang 

KK 

96.958 500 1.000 3.500 6.000 8.500 11. 
000 

14.50
0 

Jumlah KK yang sudah 
memiliki akses sanitasi layak 
dan atau belum layak di 
Purwakarta 

KK 

70.712 200 800 2.000 3.500 5.000 7.500 10.50
0 

Jumlah KK yang sudah 
memiliki akses sanitasi layak 
dan atau belum layak di 
Subang 

KK 

45.549 200 800 2.000 3.500 5.000 7.500 10.00
0 

TOTAL KK 213.219 900 2.600 7.500 13.00
0 

18.50
0 

26.00
0 

35.00
0 

Persentase KK Yang sudah 
memiliki akses Sanitasi 
Layak dan/atau belum 
layak*) 

% 

- 0,42 1,22 3,52 6,10 8,68 12,19 16,42 

 
5.5 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN PERSAMPAHAN  

Berdasarkan hasil pengolahan data timbulan sampah tahun 2020 dari 
Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), KLHK, sebesar 554,30 
ton/hari sampah bersumber dari 3 kabupaten/ kota. Kabupaten yang 
menghasilkan timbulan sampah terbesar di DAS Cilamaya adalah Kabupaten 
Subang dengan persentase 40,70% atau sebesar 225,5 ton/hari, lalu disusul 
dengan Kabupaten Karawang sebesar 38,32% atau 212,3 ton/hari, dan 
Kabupaten Purwakarta sebesar 20,97% atau 116,2 ton/hari.  Secara spasial 
Tipologi pelayanan persampahan  di wilayah DAS Cilamaya, disajikan sebagai 
berikut.  
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Gambar 5.6 Pelayanan Sampah di Wilayah DAS Cilamaya 

Cakupan pelayanan di masing-masing kabupaten/kota akan berbeda 
tergantung pada karakteristik wilayah di masing-masing kabupaten/kota. 
Rincian persentase cakupan pelayanan, jumlah KK yang terlayani dan jumlah 
KK yang terlayani pada tahun eksisting (2020) disajikan pada Tabel 5.9 berikut:  
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Tabel 5.8 Cakupan Pelayanan Persampahan di Kabupaten/Kota DAS Cilamaya 
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Berdasarkan data pada Tabel diatas, masih terdapat 137.709 KK di 
sekitar cakupan wilayah DAS Cilamaya yang belum mendapatkan pelayanan 
persampahan. Kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan tertinggi adalah 
Kabupaten Purwakarta dengan 47%, disusul oleh Kabupaten Karawang dengan 
42%, dan Kabupaten Subang 17,42%. Sebanyak 137.709 KK  jumlah 
penduduk yang belum terlayani infrastruktur persampahan tersebar di 142 
desa/kelurahan.  

Dari kondisi tersebut dilakukan pendekatan untuk dapat mengurangi 
timbulan sampah yang ada atau terdapat pengurangan jumlah KK yang belum 
terlayani infrastruktur persampahan melalui pembangunan TYPS3R atau 
TPST, pemilahan, pengolahan sampah organik dan optimalisasi TPA eksisting. 
Sehingga direncanakan pengurangan 15% jumlah kk yang belum terlayani 
setiap tahunnya sebagaimana Tabel dibawah ini. 

Tabel 5.9 Target Program Penanganan Persampahan 

Outcome Satuan 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah KK 
belum 
terlayani 
persampaha
n Karawang 

KK 

61.583 52.346 44.494 37.820 32.147 27.325 23.226 19.742 

Jumlah KK 
belum 
terlayani 
persampaha
n Purwakarta 

KK 

38.506 32.730 27.821 23.647 20.100 17.085 14.523 12.344 

Jumlah KK 
belum 
terlayani 
persampaha
n Subang 

KK 

37.620 33.858 32.165 30.557 29.029 27.578 26.199 24.889 

Jumlah KK 
belum 
terlayani 
persampaha
n Total DAS 
CIlamaya  

KK 

137.70
9 

118.93
4 

104.47
9 92.024 81.276 71.988 63.947 56.975 

Persentase 
pengurangan 
Jumlah KK 
belum 
terlayani 
persampaha
n 

% 

- 13,63 24,13 33,18 40,98 47,72 53,56 58,63 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4

E1D1F80BD4



	 -92-	

5.6 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI 
Konsentrasi lokasi industri di DAS Cilamaya banyak tersebar di wilayah 

tengah sampai dengan hilir. Di Kabupaten Purwakarta industri tersebar di 
Kecamatan Cibatu, Campaka, dan Kiarapedes. Sedangkan di Kabupatenì 
Subang, industri tersebar di Kec. Cipeundeuy. Wilayah Kabupaten Karawang 
sebagai wilayah terdampak pencemaran dari limbah industri ini. Sebanyak 
kurang lebih 87 industri di DAS Cilamaya memiliki beragam jenis usaha 
industrinya, seperti industri tekstil, industri rumah potong, industri kimia, 
Industri kertas, industry pakan ternak, dll. Sebanyak 39 industri telah 
memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan pertek yang 
diterbitkan. Sisanya belum diketahui  apakah menghasilkan limbah cair atau 
tidak sehingga baru dapat dipastikan harus memiliki IPAL atau tidak.  

Gambar 5.7 Peta Persebaran Titik Industri pada DAS Cilamaya 

 Terdapat rencana industri yang dibina setiap tahunnya secara kumulatif 
dari tahun ke tahun. Diharapkan seluruh industri sebanyak 87 industri dapat 
terbina dan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan 
mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum terbuang ke badan air. 
Pembinaan disini dapat berupa bimbingan teknis atau penilaian PROPER. 
Kurang lebih setiap tahunnya DLH provinsi melakukan pembinaan terhadap 
20 industri. Terkait dengan industri UMKM terdapat kendala pada 
ketersediaan lahan, serta kemampuan finansial untuk penyediaan IPAL 
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industri, sehingga diperlukan ada intervensi dari pemerintah untuk 
pembangunan IPAL. Berikut target Program Penanganan Limbah Industri. 

Tabel 5.10 Target Program Penanganan Limbah Industri 

Outcome Satuan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Persentase 
Industri yang 
Telah Terbina 
Dan Terawasi, 
Tata Dalam 
Pengelolaan 
Lingkungan 

Industri 39 45 51 58 65 72 80 87 

% 44,83 51,72 58,62 66,67 74,71 82,76 91,95 100 

 
5.7 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH PETERNAKAN 

Beberapa aktivitas warga di DAS Cilamaya diantaranya adalah beternak. 
Sehingga jumlah ternak di DAS cilamaya cukup banyak dengan berbagai jenis 
ternak. Pada Rancangan Renaksi ini, fokus jenis ternak yang akan diintervensi 
adalah jenis ruminansia Besar yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, dan 
Ruminansia kecil yaitu domba serta kambing. Parameter utama beban 
pencemar dari limbah peternakan ini adalah BOD, dimana ini merupakan 
salah satu beban pencemar utama yang akan menentukan Indeks Kualitas Air 
di DAS Cilamaya. Untuk itu penanganan limbah peternakan di DAS Cilamaya 
sebagaimana kajian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 
Jawa Barat akan dilakukan pada peternakan dengan radius 1 – 2 km dari 
sungai.  

Beberapa wilayah intervensi di Kabupaten Purwakarta yaitu di 8 
kecamatan antara lain Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, 
Pasawahan, Pondok Salam, Purwakarta dan kecamatan Wanayasa. Diantara 
ke delapan kecamatan terdapat 24 desa yang akan menjadi target intervensi. 
Di wilayah kabupaten Subang terdapat enam kecamatan yang akan menjadi 
wilayah intervensi yaitu Kecamatan. Balanakan, Ciasem, Cipendeuy, 
Pabuaran, Patokbeusi dan kecamatan Serangpanjang. Dari keenam kecamatan 
yang akan menjadi wilayah intervensi dikabupaten Subang terdapat sepuluh 
desa yang menjadi perhatian dati tim pokja peternakan. Selanjutnya, wilayah 
kabupaten Karwang yang hanya memilki tiga wilayah kecamatan yang akan 
diintervensi yaitu kecamatan banyusari, Cilamaya Wetan dan Kecamatan 
Jatisari dan terdapat sebanyak enambelas desa yang siap untuk dintervensi 
kepada para peternak.  
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Gambar 5.8 Peta Persebaran Peternakan pada DAS Cilamaya 

Persebaran ternak di wilayah DAS Cilamaya yaitu di tiga kabupaten yaitu 
Purwakarta, Subang dan Karawang masing masing memilki jumlah yang 
berdekatan yaitu diangka 1.000 an, tetapi untuk jumlah ternak lebih banyak 
di komoditas ruminansia kecil yaitu domba dilanjut sapi potong. Beberapa 
peternakan sifatnya tidak perlu diintervensi karena sudah langsung diolah 
menjadi pupuk, namun terdapat juga seperti di Kabupaten Subang perusahan 
peternakan yang sudah mempunyai IPAL namun membutuhkan pembinaan 
lebih intensif untuk memaksimalkan OP nya. Di Kabupaten Subang pun 
peternakan rakyat cukup banyak, sehingga pembinaan tadi sangat diperlukan. 
Sehingga diperlukannya monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan 
di tiap-tiap perusahaan peternakan bahwa IPAL berfungsi dengan baik dan 
sesuai dengan peruntukannya. Perseberan ternak di tiga kabupaten di DAS 
Cilamaya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5.11 Perseberan ternak di tiga kabupaten di DAS Cilamaya 

NO KABUPATEN SAPI 
PERAH 

SAPI 
POTONG 

KERBAU DOMBA KAMBING TOTAL  

 

1 Purwakarta 96 493 106 348 0 1.043  

2 Subang 0 149 90 911 35 1.185  

3 Karawang 22 14 0 1.100 35 1.171  

JUMLAH 118 656 196 2.359 70 3.399  

 
Pada rancangan renaksi ini 280 ekor ekor per tahun masih dikatakan 

cukup realistis, namun dapat dilakukan secara kontinu pada tahun ke 3 s.d. 
tahun ke 5, sedangkan tahun pertama dan kedua sifatnya baru pembinaan 
dan pelatihan, serta beberapa upaya fisik. Sifatnya intervensi kedepan dalam 
bentuk pembangunan UPPO (bangunan dan peralatan), serta Biogas. 
Sedangkan untuk Kascing belum dapat dioptimalkan di DAS Cilamaya karena 
belum dikaji pemasarannya/offtakernya. Rencana Penanganan Limbah 
peternakan terlihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 5.12 Target Program Penanganan Limbah Peternakan 

Outcome Satuan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah Ternak 
yang limbahnya 
terolah melalui 
BIOGAS atau 
UPPO 

ekor 60 280 280 280 280 280 

Jumlah 
Kumulatif 
Ternak yang 
limbahnya 
terolah melalui 
BIOGAS atau 
UPPO 

ekor 60 380 750 1.120 1.490 1.680 

Presentase 
Jumlah Ternak 
yang 
Limbahnya 
Terolah 

% 1,77 11,18 22,07 32,95 43,84 54,72 

5.8 INTERVENSI PROGRAM PENEGAKAN HUKUM 
Kelompok Kerja Penegakan Hukum DAS Cilamaya melaksanakan  

Pembinaan, Pengawasan  serta Penegakan Hukum Lingkungan terhadap 
pelaku usaha dan atau/kegiatan yang berada di DAS Cilamaya. Salah satu 
bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan 
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fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup adalah dengan melakukan pengawasan. 
Mekanisme pengawasan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan ini 
merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan juga 
pelanggaran hukum. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup 
dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap 
perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan. Sasarannya adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang 
membuang limbahnya ke Sungai Cilamaya tanpa pengolahan terlebih dahulu 
dan tidak menaati kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung 
oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui dan/atau 
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 
atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan 
pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan secara langsung dilakukan 
dengan menginspeksi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler atau 
insidental. Pengawasan reguler dilakukan dengan tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan insidental dilakukan apabila 
memenuhi indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang 
terdeteksi, adanya pengaduan dari Masyarakat. Pengawasan tidak langsung 
dilakukan dengan penelaahan data laporan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup. 
Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menimbulkan pelanggaran yang 
berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan 
pengawasan langsung. 

Pengawasan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh 
PPLH akan memberikan usulan rekomendasi dapat berupa penerapan sanksi 
administratrif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 
maupun melalui pengadilan, penegakan hukum pidana dan/atau pelimpahan 
kepada instansi pusat, pemerintah daerah provinsi lain, perangkat daerah 
provinsi terkait, atau pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam hal 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan 
upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan 
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah 
terjadi. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip 
ultimum remedium dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif. 
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Sampai dengan Tahun 2023, DLH Provinsi Jabar bersama dengan DLH 
Kabupaten  Kota telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran 
lingkungan khususnya kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang 
melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan 
terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha 
atau Persetujuan Pemerintah. 

Tabel 5.13 Bentuk Penegakan Hukum yang telah dilakukan di DAS Cilamaya 

 

Dalam hal penegakan hukum lingkungan akan sangat berkaitan dengan 
kegiatan program penanganan limbah industri, dimana jika dalam pembinaan 
dan pemantauannya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha 
dan/atau kegiatan maka akan segera dilakukan penegakan hukum melalui 
Pengawasan terlebih dahulu. 

Berdasarkan jumlah industri yang ada di DAS Cilamaya saat ini berjumlah 
87 industri, maka target outcome yang dimunculkan adalah persentase 
penaatan hukum  terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pada akhir 2029 
adalah 100%, dengan harapan sudah jauh berkurang pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku Industri/kegiatan di DAS Cilamaya sebagaimana Tabel 
5.14. Namun capaian kinerja dari program ini jika lebih rendah artinya sudah 
bernilai positif, bahwa pemberian sanksi kepada pelaku usaha/kegiatan sudah 
makin berkurang. 
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Tabel 5.14 Rencana Target Outcome Program Penegakan Hukum DAS Cilamaya 

Outcome Satuan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah Pelaku 
Usaha yang 
diawasi 

Kegiatan N/A 26 10 10 10 10 10 11 

Jumlah Kumulatif 
Pelaku Usaha 
yang diawasi 

Kegiatan N/A 26 36 46 56 66 76 87 

Presentase 
Penaatan Hukum  

% 
 

29,87 41,37 52,87 64,37 75,86 87,36 100 

 

5.9 INTERVENSI PROGRAM EDUKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 
Masih kurangnya penegakan hukum dan edukasi dalam segala aspek, 

serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan 
menjadi kendala tersendiri dalam upaya pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan DAS Cilamaya. Saat ini di DAS Cilamaya, pencemaran 
air sungai disebabkan oleh banyaknya air limbah masuk ke dalam sungai yang 
berasal dari sumber pencemaran limbah industri, domestik, rumah sakit, 
peternakan, pertanian, dan sebagainya. Masih kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang kebersihan lingkungan menjadi kendala tersendiri dalam 
upaya mencegah pencemaran tersebut.  

Langkah intensif yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan 
kampanye komunikasi kesehatan agar bisa mengkomunikasikan perilaku 
bersih dan sehat melalui penanaman PHBS kepada masyarakat sekitar 
Cilamaya, khususnya dikarenakan faktor pencemaran terbesar saat ini 
merupakan tingginya kandungan fecal coli yang dihasilkan dari perilaku 
masyarakat yang tidak sehat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk 
mendukung upaya pengendalian pencemaran adalah melalui edukasi dan 
Hubungan Masyarakat yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku 
masyarakat baik dari institusi Pendidikan, Institusi Kesehatan, maupun 
masyarakat itu sendiri terhadap lingkungan. Langkah yang dilakukan dalam 
mengedukasi institusi Pendidikan dilakukan melalui strategi edukasi dalam 
bentuk perwujudan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan skema 3R 
(Reduce, Reuse, dan Recycling), atau dengan memberikan penyuluhan 
terhadap kesehatan lingkungan, atau juga dengan menciptakan lingkungan 
sekitar yang lebih peduli lagi terhadap lingkungan seperti Program Kampung 
Iklim dan juga lingkungan Desa/Kelurahan yang berbudaya lingkungan seperti 
ecovillage yang saat ini digalakkan oleh DLH. 
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Dengan besarnya tingkat pencemaran khususnya pada segmen tengah 
sampai hilir aliran DAS Cilamaya sangat diperlukan kampanye yang 
komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat perihal Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) atau kampanye untuk menciptakan lingkungan 
sekitar yang lebih berbudaya lingkungan dan peka terhadap dampak 
perubahan iklim yang terjadi akibat kerusakan DAS yang terjadi. Hingga pada 
akhirnya tercapai tujuan meningkatkan kesadaran publik dan perubahan 
perilaku masyarakat melalui komunikasi perubahan perilaku yang 
komprehensif. Pemberdayaan Masyarakat akan focus pada pelibatan 
Komunitas, Masyarakat desa dalam kegiatan penanganan pencemaran dan 
kerusakan DAS Cilamaya, sehingga dampaknya akan lebih cepèat dan efektif 
langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga adanya program sekolah 
adiwiyata menjadikan program ini akan lebih efektif sehubungan pada DAS 
Cilamaya beberapa sekolah sudah mendapatkan status sekolah Adiwiyata 
sejak 2019. 

Adapun target outcome dari program edukasi dan hubungan masyarakat 
ini adalah persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi dan dilibatkan 
dalam pengelolaan lingkungan seperti tercantum dalam Tabel 5.15 dibawah 
ini. 

Tabel 5.15 Target outcome Program Edukasi dan Hubungan Masyarakat 

 
5.10 INTERVENSI PROGRAM PENGELOLAAN DATA, INFORMASI  

DAN PUBLIKASI 
Pengelolaan data dan informasi akan menjadi kunci dalam menjalankan 

rencana aksi ini, dimana metadata kaitan DAS Cilamaya akan dapat lebih 
terpantau dan terupdate. Kondisi saat ini belum terdapat media kanal ataupun 
sistem pengelolaan data DAS Cilamaya, sehingga aktivitas maupun kondisi 
terkini dari DAS Cilamaya tidak bisa dijangkau dan diakses oleh masyarakat 
sekitar maupun Pemerintahan untuk langkah tindaklanjut yang perlu 
dilakukan.  
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Dalam rencana aksi ini akan dibuat sistem informasi khusus DAS 
Cilamaya dalam berbagai media/kanal publikasi sehingga dapat lebih 
terpantau oleh msyarakat. Pada kenyataanya walaupun rencana aksi ini baru 
akan dilakukan pada kurun waktu 2025-2029 namun beberapa kegiatan 
sudah dilakukan di tahun 2024 oleh pemerintah baik pemerintah 
pusat/provinsi/kabupaten. Hal ini yang kemudian perlu dipublikasikan untuk 
mengetahui kondisi update DAS Cilamaya agar tindakan yang akan ditempuh 
akan lebih efektif untuk mengurangi pencemaran dna kerusakan DAS 
Cilamaya. 

Dalam hal ini, pemantauan kualitas air juga menjadi bagian dari program 
ini. Pemantauan kualitas air menunjukan gambaran kondisi lingkungan 
terutama sumber air seperti sungai, waduk, situ dsb. Pemantauan kualitas air 
Sungai Cilamaya dilakukan oleh beberapa instansi baik pusat, daerah maupun 
BUMN. Untuk itu diperlukan pengintegrasian data hasil pemantauan di 
berbagai institusi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Sungai Cilamaya yang kemudian dapat diakses 
oleh masyarakat sekitar. Pemantuan dilakukan berdasarkan kewenangan dari 
masing-masing daerah dan kepentingan dari institusi tersebut. 

Data-data yang dihasilkan dari aktivitas/kegiatan POKJA hendaknya 
dapat dilakukan analisa atau pengolahan oleh masing-masing POKJA, dan 
disampaikan kepada Pokja Data, Informasi dan Publikasi sehingga dapat 
diakses oleh masyarakat. Data-data ini bisa berupa data penanaman pohon 
atau luasan lahan kritis yang berkurang dari POKJA lahan kritis, atau kondisi 
persampahan dari POKJA Persampahan, data industry yang telah ditindak 
akibat pelanhggaran yang dilakukan dan data lainnya. Untuk data yang akan 
dipublikasn setiap tahunnya minimal berjumlah 10 data yaitu data dari 9 
program yang dilakukan dalam Renaksi PPK DAS Cilamaya dan data 
pemantauan kualitas air DAS Cilamaya yang telah diolah. Adapun jumlah 
media kanal yang akan digunakan dapat berupa Instagram, Youtube, dan 
Website, ataupun disinergikan dengan Command Centre Citarum yang sat ini 
sudah operasional. 
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Tabel 5.16 Target outcome Program Data, Informasi, dan Publikasi 

 

 
 
 

 

 

 

Dalam mendukung ketercapaian outcome (program), tentu perlu ada 
dukungan sumber anggaran yang yang diharapkan berdampak selaras juga 
pada peningkatan kualitas Sungai Cilamaya. Maka dari itu dibentuklah 
matriks Overall Work Plan (OWP) yang memuat rencana pelaksanaan program 
dan kegiatan selama 5 tahun yaitu tahun 2025 s.d 2029 dengan rincian 
sebagaimana Tabel berikut.
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Tabel 5.17 Rincian Overall Work Plan (OWP) 2025-2029 
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 BAB VI. SISTEM MONITORING DAN 
EVALUASI, BERISI SKEMA 
PEMANTAUAN TERHADAP RENCANA 
AKSI YANG DILAKUKAN SERTA 
SKEMA EVALUASI KEBERHASILAN 
PROGRAM 
6.1 MONITORING  

Monitoring atau pemantauan memberikan informasi mengenai suatu 
kegiatan atau program pada suatu waktu tertentu (dan dalam jangka waktu 
tertentu) dalam kaitan dengan sasaran dan hasil terkait. Monitoring bersifat 
menjelaskan data progress atau capaian dalam jangka waktu tertentu. Pada 
proses monitoring, d.ilakukan pengumpulan data yang akan digunakan untuk 
membandingkan kinerja capaian kegiatan terhadap target dan melakukan 
tindakan korektif yang diperlukan pada implementasi kegiatan. Rancangan 
monitoring pada pelaksanaan program PPK DAS Cilamaya terdapat pada 
Gambar 6.1 yaitu pemantauan seluruh kegiatan pada program. Pada 
monitoring ini, Perangkat Daerah/POKJA melaporkan permasalahan, capaian 
output outcome dan penggunaan anggaran kepada Sekretaris Harian 
Komandan Satuan Tugas DAS Cilamaya dan Pokja Perencanaan melalui 
Sekretariat Satgas DAS Cilamaya. Kemudian Sekretaris Harian akan 
melaporan capaian outcome untuk masing-masing progam kepada Wakil 
Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku Komandan Satgas DAS Cilamaya. 
Sekretaris Harian Satgas DAS Cilamaya dapat memberikan instruksi perbaikan 
pelaksanaan kegiatan kepada Perangkat Daerah melalui Sekretariat Satgas 
DAS Cilamaya. 

 
Gambar 6.1 Skema Pemantauan Capaian Kegiatan 
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Selain pemantauan capaian, terdapat pula wadah komunikasi untuk 
pengaduan permasalahan di lapangan (Help Desk) yang akan dibuat oleh 
Sekretariat Satgas. DANSEKTOR/TNI, Masyarakat, Perangkan Desa, LSM dan 
lainnya dapat membuat pengaduan kepada Command Center Sekretariat 
Satgas, yang saat ini masih bergabung dengan Command Center Citarum, atau 
melalui layanan ECIS (Environmental Complaints Information System) yang 
dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang mana juga 
sebagai Sekretariat Satgas PPK DAS Cilamaya. Kemudian pengaduan tersebut 
diteruskan kepada bidang terkait seperti Perangkat Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Perangkat Daerah Kab/Kota, Pemerintah Pusat (Kementerian/lembaga) 
dan POLRI/BUMN/BUMD atau lainnya. Jawaban dalam penanggulangan 
masalah disampaikan kembali ke Command Center Sekretariat Satgas / ECIS 
untuk selanjutnya diteruskan kepada pembuat pengaduan. 

6.2 EVALUASI  
Evaluasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi baik kepada setiap 

kegiatan penanganan maupun terhadap keseluruhan progam. Terdapat dua 
evaluasi yang akan dilaksanakan, yaitu evaluasi kegiatan setiap penanganan 
dan evaluasi program pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Cilamaya.  

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah 
berdasarkan data pemantauan bulanan. Sedangkan evaluasi program 
pelaksanaan PPK DAS Cilamaya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Tugas Fungsi dan 
Pokoknya yaitu melaksanakan pengendalian pembangunan daerah Provinsi 
Jawa Barat. Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dilakukan per triwulanan 
dengan mengumpulkan dan melakukan desk evaluasi triwulanan kepada 
masing-masing Ketua POKJA untuk mengetahui progress setiap pokja dan 
mengevaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi untuk kemudian dicarikan 
segera solusi permaslaahannya. 

Evaluasi kegiatan setiap penanganan dilaksanakan oleh masing-masing 
Perangkat Daerah terkait. Evaluasi hasil kegiatan dilaksanakan melalui 
analisis sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi terhadap 
indikator outcome. Analisis tersebut juga mengidentifikasi kendala-kendala 
yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan 
berikutnya.  

Evaluasi program PPK DAS Cilamaya dilaksanakan melalui analisis 
sejauh mana keberhasilan program pelaksanaan dengan mengidentifikasi 
capaian yang telah dimonitor pertahun dibandingkan dengan target yang telah 
ditetapkan. Analisis tersebut perlu disertai dengan identifikasi kendala pada 
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setiap pelaksanaan kegiatan (Gambar 6.2). Perangkat Daerah melaporkan 
capaian outcome tahunan sesuai dengan target outcome, efektivitas kegiatan 
beserta anggarannya serta permasalahannya kepada Sekretaris Harian 
SATGAS DAS Cilamaya dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat melalui Sekretariat 
SATGAS DAS Cilamaya/ Command Center. Pokja Perencanaan / BAPPEDA 
melakukan pemantauan keberhasilan progam dan evaluasi keberhasilan 
program kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator 
POKJA PPK DAS Cilamaya. Sekretaris Harian Satgas melaporkan hasil 
pemantauan dan evaluasi keberhasilan program kepada Wakil Gubernur 
Provinsi Jawa Barat selaku Komandan Satgas DAS Cilamaya. Komandan 
Satgas DAS Cilamaya dapat memberikan instruksi perbaikan kepada 
Sekretaris Harian Satgas DAS Cilamaya dan diteruskan kepada Perangkat 
Daerah/POKJA. 

 
 

Gambar 6.2 Skema Evaluasi Keberhasilan Program 
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BEY TRIADI MACHMUDIN 

BAB VII. PENUTUP

  Rencana  Aksi  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  DAS  Cilamaya
harus menjadi pedoman bagi seluruh  pemangku kepentingan baik pemerintah
pusat,  provinsi  dan  kabupaten,  serta  masyakarat  pada  umumnya,  sehingga
pengalokasian sumber daya (pendanaan, kelembagaan, regulasi, dan aktivitas)
akan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Pemangku  kepentingan  diluar
pemerintah  dapat  menjadikan  Rencana  aksi  ini  sebagai  referensi  dalam
melakukan  kontribusi  pada  pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan
lingkungan di DAS Cilamaya.

  Rencana  Aksi  ini  merupakan  tanggung  jawab  kita  bersama  sehingga
kolaborasi  baik  antara  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten,  serta
antara  pemerintah  dan  dunia  usaha  /  badan  usaha  menjadi  kunci  sukses
pencapaian  peningkatan  kualitas  Sungai  Cilamaya,  termasuk  didalamnya
akademisi dan media serta masyarakat sebagai wujud  pentahelix.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.
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